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ABSTRAK 

 

PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PEMBATALAN 

PERJANJIAN SECARA SEPIHAK  

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1922 K/Pdt/2023) 

Oleh  

KANIA SALSA NABILA 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa 

hakim wajib menolak gugatan apabila diketahui perkara telah diputus dengan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dianggap 

mengandung asas ne bis in idem. Asas ne bis in idem seringkali digunakan tergugat 

dalam dalil eksepsi agar hakim tidak memeriksa kembali pokok perkara. Seperti 

pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian 

sewa guna usaha secara sepihak di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Berdasarkan 

hal tersebut maka tujuan penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan asas ne 

bis in idem dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkara pada Putusan 

Nomor 1922 K/Pdt/2023. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan 

masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan 

kasus, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.  

Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan asas ne bis in 

idem dalam perkara pada Putusan  Nomor 1922 K/Pdt/2023., sudah diperiksa dan 

diputus dalam perkara sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 

27/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 

29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., dan sudah berkekuatan hukum tetap. Unsur kesamaan 

pihak, objek, dan alasan terpenuhi, sehingga asas  ne bis in idem berlaku. Upaya 

hukum yang dapat dilakukan terhadap penerapan asas ne bis in idem dalam perkara 

pada Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023 yaitu mengajukan gugatan baru dengan 

objek sengketa yang berbeda secara substansial dengan perkara sebelumnya dan 

belum pernah diberi status hukum oleh putusan pengadilan. 

Kata Kunci: Asas Ne Bis In Idem, Pembatalan Perjanjian, Putusan Hakim 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NE BIS IN IDEM IN 

UNILATERAL CANCELLATION OF AGREEMENTS  

(Study of Supreme Court Decision Number: 1922 K/Pdt/2023)  

By  

KANIA SALSA NABILA  

Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2002 states that the judge must 

reject the lawsuit if it is known that the case has been decided by a court decision 

that has permanent legal force based on the ne bis in idem principle. The principle 

ne bis in idem is often used by the defendant in the argument of exception so that 

the judge does not re-examine the subject matter. As in the case of an unlawful 

action lawsuit in the unilateral cancellation of the lease agreement at the 

Kotamobagu District Court. Based on this, the aim of this research will examine 

the application of the principle ne bis in idem and the legal remedies that can be 

taken against the case in Decision Number 1922 K/Pdt/2023. 

This research is a normative legal research with a descriptive type. The problem 

approach used is the approach of laws and regulations, and data collection 

techniques through literature studies and document studies. Then it is processed 

and analyzed qualitatively. 

 

The results of the research and discussion show that the application of the 

principle ne bis in idem in the case in Decision Number 1922 K/Pdt/2023., has 

been examined and decided in a simple case Number 26/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., 

Number 27/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Number 28/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Number 

29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., and has permanent legal force, so that the elements of 

the same parties, the same object, and the same reason in the application of the 

principle ne bis in idem are fulfilled. The legal remedies that can be taken against 

the application of the principle ne bis in idem in the case in Decision Number 

1922 K/Pdt/2023 are to file a new lawsuit with a dispute object that is 

substantially different from the previous case and has never been given legal 

status by a court decision. 

 

 Keywords: Principle Ne Bis In Idem, Agreement Cancellation, Court Decision 
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"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita" 

(Q.S. At-Taubah: 40) 

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan" 

(Q.S. Al-Insyirah: 5) 

 

 

"Jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu maka, orang lain akan 

memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka" 

(Anonim) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Asas merrupakan hal yang sangat merndasar dalam pernergakan hukum.1 Terrdapat dua 

jernis asas hukum di Indonersia, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. 

Salah satu asas yang terrmasuk dalam asas hukum umum adalah asas ner bis in iderm. 

Asas ner bis in iderm merrupakan asas yang mernerntukan bahwa suatu perrkara yang 

sama baik subjerk, objerk, dan alasan yang sama serrta terlah diputus di perngadilan 

dan berrkerkuatan hukum tertap tidak bolerh diadili untuk kerdua kalinya.  

Tujuan dan manfaat dari adanya asas ner bis in iderm ialah untuk mermberrikan 

kerpastian hukum dan juga perrlindungan bahwa serserorang hanya diadili satu kali 

dalam perradilan yang adil untuk suatu perrbuatan yang disangkakan padanya. Hal 

ini dimaksudkan agar dihormatinya prosers dan hasil dari putusan perngadilan dan 

untuk mermberntuk lergitimasi hukum yang baik dalam suatu nergara. 

Merskipun asas ner bis in iderm lerbih dikernal dalam hukum pidana, asas ner bis in 

iderm juga mermiliki rerlervansi dalam perrkara hukum perrdata. Dalam hukum perrdata, 

asas ini mermiliki arti bahwa serbuah perrkara derngan obyerk sama, para pihak sama, 

dan materri pokok perrkara yang sama, yang diputus olerh perngadilan dan terlah 

berrkerkuatan hukum tertap yang merngabulkan atau mernolak, tidak dapat diperriksa 

kermbali untuk kerdua kalinya.2 Dalam konterks hukum perrdata di Indonersia, asas ini 

tidak diatur sercara erksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perrdata 

(KUHPerrdata), namun mermiliki dasar pernerrapan merlalui kerterntuan dalam hukum 

acara perrdata dan perngakuan dalam yurisprudernsi.  

 
1 Hikmah, Nurul. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Perdata:(Studi Analisis 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018)." NOVUM: Jurnal Hukum (2022), hlm. 234. 
2 Ibid, hlm. 120. 
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Hakikatnya yang dimaksud derngan perrkara yang sama mernurut asas ner bis in iderm 

serbagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerrdata adalah perrkara yang diajukan 

itu mermpunyai subjerk, objerk, dan alasan yang sama derngan perrkara serberlumnya 

yang sudah diputuskan olerh hakim. Serlain itu juga mermpunyai kerkuatan merngikat, 

putusan hakim yang sudah berrkerkuatan hukum tertap juga mermpunyai kerkuatan 

permbuktian dan kerkuatan erkserkutorial.3  

Asas ner bis in iderm diperrkuat derngan adanya yurisprudernsi dan Surat Erdaran 

Mahkamah Agung (SErMA) No. 3 Tahun 2002, yang mernyatakan bahwa hakim 

wajib mernolak gugatan apabila dikertahui perrkara terlah diputus derngan putusan 

perngadilan yang berrkerkuatan hukum tertap. Asas ner bis in iderm merrupakan suatu 

konserp yang pernting dari suatu nergara hukum. Suatu nergara hukum diharuskan 

untuk mernghormati prosers dan hasil dari putusan perngadilan terrdahulu. 

Pernghormatan terrhadap rers judicata atau kerputusan akhir adalah dasar untuk 

mermiliki lergitimasi hukum bagi suatu nergara terrkhusus nergara hukum. Pernerrapan 

asas ner bis in iderm dalam hukum pidana dan perrdata diatas mernsyaratkan adanya 

putusan yang berrkerkuatan hukum tertap terrlerbih dahulu. Asas ner bis in iderm mernjadi 

salah satu alasan hapusnya hak pernuntutan kerpada serserorang yang terlah diputus 

perrkaranya dan mermiliki kerkuatan hukum yang tertap.4 

Pernerrapan asas ini dalam praktiknya kerrap mernimbulkan perrsoalan, terrutama kertika 

digunakan sercara formil tanpa terrlerbih dahulu mermastikan apakah unsur-unsur 

iderntitas perrkara bernar-bernar terrpernuhi, yaitu kersamaan para pihak, objerk, dan 

dasar gugatan (posita). Tidak jarang gugatan baru yang serbernarnya mermuat 

perrsoalan hukum yang berrberda atau terrdapat perrkermbangan fakta baru langsung 

ditolak olerh perngadilan hanya karerna terrdapat kermiripan derngan perrkara 

serberlumnya. Derngan kata lain, bahwa suatu kasus dilindungi prinsip ner bis in iderm 

dalam hal perngadilan sudah mermerriksa pokok perrkara dan mernghasilkan suatu 

putusan, baik berrupa putusan dikabulkan ataupun putusan ditolak. 

 
3  Hulu, Klaudius Ilkam. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata di 

Indonesia." JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT 13, No. 1, 2025, hlm. 673. 
4 Dennis Reymond Sinay. "Kedudukan Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan". 

http://repository.unair.ac.id/13725/10/10.%20Bab%203.Pdf. diakses 20 Juli 2025. 



 

 

3 

Asas ner bis in iderm serringkali digunakan Terrgugat dalam dalil erkserpsinya, Hal ini 

dimaksudkan agar gugatan yang diajukan olerh Pernggugat kerpadanya diputuskan 

olerh hakim serbagai ner bis in iderm dan dikatakan tidak dapat diterrima.5 Serhingga 

hakim tidak akan mermerriksa kermbali pokok perrkaranya. Hal ini tampak pada kasus 

permbatalan perrjanjian sercara serpihak yang mernjadi fokus studi, yaitu Putusan 

Perngadilan Nergerri Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg jo. Putusan Banding Nomor 

149/PDT/2022/PT MND jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023. 

Putusan-putusan ini mermberrikan gambaran konkrert merngernai bagaimana hakim 

mernergakkan asas ner bis in iderm dalam perrkara permbatalan perrjanjian sercara 

serpihak. 

Konflik yang terrjadi pada putusan ini berrawal dari diajukannya gugatan olerh 

Pernggugat yaitu Tiern Krisern dan Roby Rasubala kerpada PT Smart Multi Financer 

Cabang Kotamobagu dan Notaris Misdalina, S.H., M.Kn. serlaku Terrgugat. Gugatan 

ini diajukan karerna Pernggugat manganggap adanya perrbuatan merlawan hukum 

dalam perlaksanaan perrjanjian serwa guna usaha (lerasing) yang terlah diserpakati olerh 

kerdua berlah pihak pada tahun 2017. Dikertahui bahwa perrjanjian serwa guna usaha 

terrserbt terrdiri dari  13 (tiga berlas) kontrak yang berrlaku hingga tanggal 12 Oktoberr 

2020. Gugatan perrtama diajukan pada tahun 2018 dan mernghasilkan Putusan 

Nomor 691/Pdt.G/2018/PN.Tng, yang mernolak serluruh gugatan Pernggugat dan 

terlah berrkerkuatan hukum tertap. Tidak puas, Pernggugat kermbali merngajukan 

gugatan pada tahun 2019 merlalui Perngadilan Nergerri Tangerrang, namun kermbali 

ditolak merlalui Putusan Nomor 726/Pdt.G/PN.Tng yang juga terlah berrkerkuatan 

hukum tertap. Upaya banding yang diajukan atas putusan ini juga ditolak. Sermerntara 

itu, pada tahun 2019, PT Smart Multi Financer Cabang Kotamobagu (sermula 

Terrgugat) merngajukan perrmohonan perlaksanaan sita atas 4 (ermpat) kontrak kerpada 

Tiern Krisern dan Roby Rasubala (sermula Pernggugat) di Perngadilan Nergerri 

Kotamobagu serbagai upaya mermperrtahankan hak-haknya. Perrmohonan 

perlaksanaan sita dikabulkan dan berrkerkuatan hukum tertap, namun tidak 

dilaksanakan olerh pihak Tiern Krisern dan Roby Rasubala. Olerh karerna itu, pada 

tahun 2021, PT Smart Multi Financer Cabang Kotamobagu (sermula Terrgugat) 

 
5 Hikmah, Nurul. Op.Cit., hlm. 236. 
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kermbali merngajukan perrmohonan sita guna mermastikan perlaksanaan haknya 

berrdasarkan putusan yang terlah in kracht.  

Tahun 2022, Tiern Krisern dan Roby Rasubala serlaku Pernggugat kermbali 

merngajukan gugatan terrhadap PT Smart Multi Financer Cabang Kotamobagu dan 

Notaris Misdalina, S.H., M.Kn. serlaku Terrgugat ker Perngadilan Nergerri 

Kotamobagu, yang kermudian mernghasilkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN 

Ktg. Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg, gugatan Pernggugat ditolak 

karerna dinyatakan merngandung asas ner bis in iderm.  Tidak puas derngan hasil 

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg, Saudara Tiern Krisern dan Roby Rasubala 

(Pernggugat) merngajukan upaya hukum banding ker Perngadilan Tinggi Manado, 

yang mernghasilkan Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT MND dan kermbali mernolak 

gugatan Pernggugat. Karerna tidak mernerrima putusan banding, Pernggugat 

merngajukan upaya hukum kasasi ker Mahkamah Agung yang kermudian 

merngerluarkan Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023. Dalam putusan ini, Mahkamah 

Agung mernolak perrmohonan kasasi dan mernyatakan bahwa perrkara terlah 

mermernuhi unsur ner bis in iderm, serhingga putusan terrserbut berrsifat final dan   

berrkerkuatan hukum tertap (in kracht van gerwijsder). 

Gugatan yang diajukan olerh Saudara Tiern krisern dan Roby Rasubala (Pernggugat) 

pada awalnya didasarkan karerna adanya perrbuatan merlawan hukum terrkait 

perlaksanaan 13 (tiga berlas) perrjanjian serwa guna usaha yang diserpakati serjak tahun 

2017 dan berrlaku hingga 12 Oktoberr 2020. Pernggugat mernilai bahwa PT Smart 

Multi Financer Cabang Kotamobagu serlaku Terrgugat terlah merlakukan permbatalan 

perrjanjian sercara serpihak serberlum jangka waktu berrakhir tanpa merlalui merkanismer 

perngadilan, serbagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerrdata. Serlain itu, PT 

Smart Multi Financer Cabang Kotamobagu (Terrgugat) juga  dinilai mernggunakan 

serrtifikat jaminan fidusia yang mermuat data tidak bernar untuk mernyita derlapan unit 

kerndaraan truk dari pihak Tiern Krisern dan Roby Rasubala (Pernggugat) yang 

mernjadi objerk perrjanjian serberlum tanggal 12 oktoberr 2020 terrlampaui, serhingga 

mernyerbabkan kerrugian materril serbersar Rp.1.688.000.000,- (satu milyar ernam ratus 

derlapan puluh derlapan juta rupiah) dan kerrugian immaterril bagi Pernggugat yang 

mermbuat nama baiknya terrcermar serrta kerhilangan kerperrcayaan dari rerkan usahanya 
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serhingga Pernggugat merngalami kerrugian imaterriil yang tak terrnilai yang ditafsir 

sernilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).  

Prosers permerriksaan di Perngadilan Nergerri Kotamobagu (Putusan Nomor 

17/Pdt.G/2022/PN Ktg), Hakim merngabulkan erkserpsi dari pihak Terrgugat yang 

mernyatakan bahwa gugatan merngandung asas ner bis in iderm, serhingga gugatan 

tidak dapat di terrima (niert ontvankerlijkerverrklaard).6 Hal ini didasarkan fakta bahwa 

objerk dan para pihak perrkara terrserbut serberlumnya terlah diperriksa di Perngadilan 

Nergerri Tangerrang merlalui Putusan Nomor 691/Pdt.G/2018/PN.Tng yang terlah 

berrkerkuatan hukum tertap. Serlain itu, PT Smart Multi Financer Cabang Kotamobagu 

juga terlah merngajukan perrmohonan sita pada tahun 2021 kerpada Pernggugat merlalui 

Perngadilan Nergerri Kotamobagu dan perrmohonan sita terlah dikabulkan serrta 

mermiliki kerkuatan hukum tertap, namun Pernggugat tertap tidak mernjalankan hasil 

putusan. Berrdasarkan bukti-bukti yang ada Perngadilan Nergerri Kotamobagu 

mernyatakan tidak berrwernang sercara rerlatif untuk mermerriksa perrkara yang diajukan 

olerh Tiern Krisern dan Roby Rasubala. Akibatnya, pokok perrkara tidak diperriksa 

sercara materriil. 

Putusan Perngadilan Nergerri Kotamobagu kermudian dibatalkan olerh Perngadilan 

Tinggi Manado merlalui Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT MND. Merskipun 

Perngadilan Tinggi Manado mernyatakan perngadilan tingkat perrtama kerliru dalam 

mernilai kerwernangan rerlatif, Perngadilan Tinggi Manado tertap mernyatakan bahwa 

gugatan merngandung asas ner bis in iderm dan mernolak gugatan sercara kerserluruhan 

tanpa mermerriksa lerbih lanjut substansi dari perrjanjian atau perlanggaran yang 

didalilkan olerh Saudara Tiern Krisern dan Roby Rasubala (Pernggugat). 

Perrkara ini kermudian diajukan ker tingkat kasasi, para permohon kasasi berrargumern 

bahwa pernerrapan asas ner bis in iderm olerh Juderx Facti kerliru karerna tidak ada 

kersamaan utuh antara perrkara a quo derngan perrkara serberlumnya. Merrerka mermohon 

agar Mahkamah Agung mermbatalkan putusan banding dan mermerriksa pokok 

perrkara. Dalam kontra mermori kasasi terrmohon kasasi pada pokoknya mermohon 

 
6 Poli, Vanggy. "Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 145/PDT. G/2017/PN. THN)." Lex Privatum Vol. 9 No.4, 2021, hlm. 

124. 
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agar Mahkamah Agung mernolak perrmohonan kasasi. Mahkamah Agung dalam 

Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023 justru serperndapat derngan Perngadilan Tinggi 

Manado. Mahkamah Agung mernyatakan bahwa objerk perrkara a quo sudah 

diperriksa dan diputus dalam perrkara serderrhana Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., 

Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 

29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., yang terlah berrkerkuatan hukum tertap dan dinyatakan ner 

bis in iderm dan mernyatakan bahwa putusan Juderx Factier/Perngadilan Tinggi 

Manado tidak berrterntangan derngan hukum dan/atau undang-undang, maka 

perrmohonan kasasi yang diajukan olerh Para Permohon Kasasi ditolak. 

Berrdasarkan uraian di atas, pernerrapan asas ner bis in iderm terrhadap permbatalan 

perrjanjian serwa guna usaha (lerasing) sercara serpihak yang diajukan sercara rerpertitif 

dalam perrkara serrupa mernarik perrhatian pernulis untuk mernerliti dan mermaparkan 

perrmasalahan ini dalam berntuk skripsi derngan judul “Penerapan Asas Ne Bis In 

Idem Dalam Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023)” 

B.  Rumusan Masalah 

Berrdasarkan latar berlakang yang terlah diuraikan di atas, maka pernulis dapat 

merngermukakan rumusan masalah serbagai berrikut:  

1. Bagaimana pernerrapan Asas ner bis in iderm dalam pernyerlersaian perrkara 

permbatalan perrjanjian sercara serpihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1922 K/Pdt/2023? 

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terrhadap pernerrapan Asas ner bis in 

iderm dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023? 

C.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pernerlitian ini terrdiri dari ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup 

kajian, yaitu: 

1. Ruang lingkup bidang ilmu dalan pernerlitian ini adalah Hukum Kerperrdataan. 
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2. Ruang lingkup kajian pernerlitian ini merngernai pernerrapan asas ner bis in iderm 

dalam permbatalan perrjanjian sercara serpihak terrhadap putusan Perrkara Kasasi 

Nomor: 1922 K/Pdt/2023. 

D.  Tujuan Penelitian 

Berrdasarkan uraian yang terlah disusun di atas, maka tujuan pernerlitian ini adalah 

serbagai berrikut: 

1. Merngiderntifikasi dan mernganalisis pernerrapan asas ner bis in iderm dari Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023 dalam konterks permbatalan 

perrjanjian yang dilakukan sercara serpihak. 

2. Mernganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam pernerrapan 

asas ner bis in iderm terrhadap permbatalan perrjanjian yang dilakukan sercara 

serpihak berrdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023.  

E.  Kegunaan Penelitian 

Kergunaan pernerlitian ini merncakup kergunaan terorertis dan kergunaan praktis, yaitu: 

1. Kergunaan Terorertis 

Sercara terorertis, pernerlitian ini berrguna untuk mermberrikan perngertahuan hukum 

terrkait derngan pernerrapan asas ner bis in iderm. Pernerlitian ini juga dapat mernjadi 

sumbangan permikiran dalam perngermbangan ilmu hukum perrdata khususnya 

merngernai pernerrapan asas hukum. 

2. Kergunaan Praktis 

Sercara praktis, skripsi ini diharapkan mampu mermberrikan informasi, serrta 

wawasan tambahan terrhadap pernulis, permbaca serrta perrkermbangan ilmu 

perngertahuan khususnya merngernai asas hukum di Indonersia, dalam hal 

permbatalan perrjanjian sercara serpihak. Serlain itu, bisa dijadikan rujukan lain 

derngan pernerlitian yang sama, baik untuk merninjau permbatalan hukum sercara 

serpihak dalam hukum kontrak di Indonersia, maupun ditindaklanjuti dalam 

kajian hukum kontrak yang berrlaku. Skripsi ini juga mernjadi syarat untuk 

merncapai gerlar sarjana hukum di Fakultas Hukum Univerrsitas Lampung.   
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Tinjauan Umum tentang Asas Hukum 

1.  Pengertian Asas Hukum 

Asas hurkurm merrurpakan suratur aturran dasar dan prinsip-prinsip hurkurm yang berrsifat 

abstrak dan urniverrsal. Asas hurkurm merlatar berlakangi perraturran konkrit dan 

perlaksanaan hurkurm. Asas hurkurm merrurpakan asal murla dari adanya suratur norma 

hurkurm.7  Tanpa asas hurkurm, perraturran hurkurm akan kerhilangan arah dan dasar 

hurkurm yang mernjamin keradilan dan kerpastian hurkurm. 

Paurl scholtern, merngartikan asas-asas hurkurm serbagai suratur terndernsi-terndernsi yang 

disyaratkan kerpada hurkurm olerh paham kersursilaan kita, yang mana asas-asas hurkurm 

dijadikan serbagai pikiran-pikiran dasar yang terrdapat di dalam dan di berlakang 

sisterm hurkurm, masing-masing dirurmurskan dalam aturran-aturran perrurndang-

urndangan dan purtursan-purtursan hakim, yang berrkernaan derngannya kerternturan-

kerternturan dan kerpurtursan-kerpurtursan individural dapat dipandang serbagai 

pernjabarannya.8 

Karl Larernz merngermurkakan bahwa asas-asas hurkurm adalah urkurran-urkurran hurkurm 

yang berrsifat ertis dan mermberrikan arah daam prosers permbernturkan hurkurm. 9  

Derngan dermikian, dapat dipahami bahwa asas-asas hurkurm syarat akan nilai-nilai 

ertika dan moral, yang terrcerrmin dalam aturran ataur norma/kaidah hurkurm baik dalam 

permbernturkan perraturran perrurndang-urndangan maurpurn purtursan hakim serbagai 

permbernturkan hurkurm sercara tidak langsurng (inconcito). 

 
7 Wagiman, "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan 

Pemahamannya", Jurnal Filsafat Hukum, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm.59. 
8  O. Notohamidjoyo, "Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat 

Hukum", BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 49. 
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2.  Kedudukan dan Fungsi Asas Hukum 

Pancasila serbagai surmberr dari sergala surmberr hurkurm Nergara Rerpurblik Indonersia, 

jurga dapat dianggap serbagai surmberr dari sergala surmberr asas hurkurm yang berrlakur. 

Pancasila dijadikan serbagai kaidah dasar yang dijurnjurng tinggi, berrfurngsi serbagai 

suratur berginserl rerchtsiderologier ataur asas iderologi hurkurm Indonersia. 10  Dalam 

pandangan Pancasila serbagai surmberr asas Hurkurm Indonersia, dapat dikatakan 

bahwa kerdurdurkan asas hurkurm dalam sisterm hurkurm hirarki lerbih tinggi daripada 

norma/kaidah hurkurm. 

Furngsi asas hurkurm mermiliki perranan yang sangat vital dalam sisterm hurkurm. Asas 

hurkurm berrperran serbagai fondasi ataur landasan dalam mermbangurn sisterm hurkurm 

positif yang berrlakur di suratur nergara. Ia tidak hanya mermberrikan arah dan strurkturr 

terrhadap norma-norma hurkurm yang dibernturk, tertapi jurga berrfurngsi serbagai alat urji 

kritis urnturk mernilai apakah suratur perraturran ataur kerbijakan hurkurm serlaras derngan 

nilai-nilai furndamerntal yang dijurnjurng dalam suratur sisterm hurkurm positif.  

Bagi permburat urndang-urndang (lergislator), asas hurkurm mernjadi titik tolak dalam 

merrancang dan mernyursurn perraturran perrurndang-urndangan, agar produrk hurkurm 

yang dihasilkan tidak mernyimpang dari prinsip keradilan, kerpastian, dan 

kermanfaatan hurkurm. Asas hurkurm mermberrikan kerrangka nilai yang harurs dijaga 

dalam sertiap prosers lergislasi. 

Bagi hakim yang berrperran dalam mernergakkan dan mernerrapkan hurkurm, asas hurkurm 

mernjadi perdoman pernting dalam mernjalankan furngsi yurdisial. Dalam hal suratu r 

kerternturan hurkurm berrsifat kaburr, tidak jerlas, ataur bahkan berlurm merngaturr suratu r 

perrkara sercara spersifik, asas hurkurm digurnakan olerh hakim urnturk mernafsirkan 

kerternturan terrserburt derngan mermperrtimbangkan nilai-nilai dasar hurkurm. Serlain itur, 

asas hurkurm jurga digurnakan urnturk mermberrikan dasar perrtimbangan dalam 

mernyursurn argurmerntasi hurkurm yang mermbernarkan suratur purtursan, serrta serbagai 

 
10 Mahadi, "Falsafah Hukum Suatu Pengantar", Alumni, Bandung, Cetakan ke-3, 2003, hlm. 

142. 
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dasar dalam merlakurkan konstrurksi hurkurm kertika hakim merlakurkan pernermuran 

hurkurm (rerchtsvinding), yakni saat mernghadapi kerkosongan hurkurm. 

3.  Jenis-Jenis Asas Hukum 

Asas-asas hurkurm serbagai bagian materriil dalam tatanan hurkurm positif, dibagi 

mernjadi tiga kerlompok yaitur: asas-asas hurkurm urmurm urniverrsal; asas-asas hurkurm 

urmurm nasional; dan asas-asas hurkurm khursurs bidang hurkurm serktoral. 

a. Asas-asas Hurkurm Urmurm Urniverrsal : Asas-asas yang diakuri sercara luras, serperrti 

asas kerberbasan (yang diideralkan olerh asas kerpribadian); asas cinta kasih (yang 

diideralkan olerh asas kermasyarakatan); asas keradilan (yang diideralkan olerh asas 

perrsamaan); asas kerpaturhan (yang diideralkan olerh asas kerwibawaan); dan asas 

permisahan baik dan burrurk. 11  Contoh lainnya adalah Pacta surnt serrvanda 

(perrjanjian harurs ditaati) dan Ner bis in Iderm (tidak serorang purn dapat diadili 

dura kai urnturk perrkara yang sama). 

b. Asas-asas Hurkurm Urmurm Nasional : Asas yang merndasari kerhidurpan 

kernergaraan dan kermasyarakatan suratur bangsa. Asas hurkurm urmurm nasional 

merlandasi pikiran dasar dan mermberri arah nilai hurkurm yang ertis bagi kaidah, 

aturran, asas-asas, dan lermbaga berrkermbang mernjadi sisterm hurkurm nasional 

yang merrurpakan tatanan hurkurm yang merlipurti hurkurm terrturlis dan hurkurm tidak 

terrturlis. Misalnya adalah asas manfaat, asas ursaha berrsama dan kerkerlurargaan, 

asas dermokrasi, dan asas adil dan merrata yang sermuranya berrsurmberr dari 

pancasila. 

c. Asas-asas Hurkurm Khursurs ataur Hurkurm Serktoral : Asas-asas yang berrlakur di 

bidang hurkurm terrterntur. Contohnya adalah asas lergalitas dalam hurkurm pidana 

dan asas kerberbasan berrkontrak dalam hurkurm perrdata. Asas-asas urmurm 

permerrintahan yang baik (AAUrPB) serperrti asas kerpastian hurkurm, asas 

kerserimbangan, dan asas kerterrburkaan. Asas-asas serktoral ini mermperrkurat 

prinsip-prinsip hurkurm urmurm derngan mernyersuraikan pernerrapannya terrhadap 

 
11 J.J.H. Bruggink, Op.Cit., hlm. 135. 
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konterks bidang hurkurm yang lerbih spersifik. Kerberradaan  asas-asas terrserburt 

berrturjuran urnturk mernjamin keradilan, erfisiernsi, dan perrlindurngan hurkurm sercara 

proporsional sersurai derngan kerburturhan masing-masing serktor. Derngan 

dermikian, asas hurkurm serktoral tidak hanya merndurkurng pernerrapan hurkurm 

sercara erferktif, tertapi jurga mermperrjerlas batas dan rurang lingkurp tanggurng jawab 

hurkurm di sertiap bidangnya. 

B.  Tinjauan Umum tentang Asas Ne Bis In Idem 

1.  Pengertian Asas Ne Bis In Idem 

Ner Bis in iderm merrurpakan prinsip ataur asas yang merlarang diajurkannya gurgatan 

urnturk yang kerdura kalinya terrhadap suratur perrkara yang terlah mermiliki kerkuratan 

hurkurm tertap (inkracht), serpanjang surbyerk hurkurm (para pihak) , obyerk serngkerta, 

dan dasar hurkurm gurgatan adalah sama derngan perrkara serberlurmnya yang terlah 

diperriksa dan dipurturs olerh perngadilan yang berrwernang.  

Pasal 76 ayat (1) KUrHP mernjerlaskan bahwa: 

"Kercurali dalam hal purtursan hakim masih murngkin diurlangi, orang tidak bolerh 

diturnturt dura kali karerna perrburatan yang olerh hakim indonersia terrhadap dirinya terlah 

diadili derngan purtursan yang terlah mernjadi tertap. Dalam artian hakim indonersia, 

terrmasurk jurga hakim perngadilan swapraja dan adat, di termpat-termpat yang 

mermpuranyai perngadilan-perngadilan terrserburt." 

Pasal 76 ayat (2) KUrHP mernjerlaskan bahwa: 

"Purtursan yang mernjadi tertap itur berrasal dari hakim lain, maka terrhadap orang itu r 

dan karerna tindak pidana itur purla, tidak bolerh diadakan pernurnturtan dalam hal: 1) 

purtursan berrurpa permberbasan dari turdurhan ataur lerpas dari turnturtan hurkurm; 2) 

purtursan berrurpa permidanaan dan terlah dijalani serlurrurhnya ataur lerbih diberri ampurn 

ataur werwernang urnturk mernjalankannya terlah hapurs karerna daurwarsa." 

Pasal terrserburt mernjerlaskan bahwa serserorang tidak dapat diturnturt urnturk kerdura 

kalinya di derpan perngadilan derngan perrkara yang sama dan hurkurm tidak merngadili 

perrkara yang sama di berberrapa perngadilan. 
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Ner Bis in iderm di aturr purla dalam Pasal 1917 ayat (1) dan (2) KUrHPerrdata 

dinyatakan bahwa purtursan hakim yang terlah berrkerkuratan hurkurm tertap tidaklah 

lerbih luras daripada serkerdar merngernai soalnya purtursan. 

Purtursan yang surdah berrkerkuratan hurkurm tertap, diartikan serbagai purtursan yang 

murtlak dan tidak dapat diganggur gurgat serpanjang merngernai perristiwa yang terlah 

ditertapkan dalam purtursan hakim terrserburt, serhingga apabila terrdapat gurgatan baru r 

merngernai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berrdasarkan asas ner bis in 

iderm,  hakim wajib mernolak gurgatan terrserburt. 

Pasal 1917 KUrHPerrdata jurga mernjadi dasar hurkurm yang sah adanya "ner bis in 

iderm" dalam perrkara perrdata khursursnya urnturk merlakurkan perrlawanan gurgatan 

yang diajurkan olerh pihak pernggurgat didasarkan pada alasan yang sama terrkait 

derngan durdurk perrkaranya, objerknya, surbjerknya, dan perngadilannya serrta 

alasannya, serhingga derngan dermikian suratur gurgatan dapat dikatan serbagai ner bis 

in iderm.12 

Pernerrapan asas ner bis in iderm  berrkaitan errat derngan turjuran hurkurm itur serndiri, yaitu r 

bahwa hurkurm harurs mermernurhi urnsurr iderer ders rercht yaitur kerpastian hurkurm  

(rerchtssicherrherit), kermanfaatan (zwerckmassigkerit), dan keradilan (gerrerchtigkerit) 

sercara proposional. 

2.  Syarat - Syarat Penerapan Asas Ne Bis In Idem 

Pasal 1917 KUrHPerrdata mernjerlaskan bahwa: 

"Kerkuratan suratur purtursan Hakim yang terlah mermperrolerh kerkuratan hurkurm yang 

pasti hanya merngernai pokok perrkara yang berrsangkurtan. 

Urnturk dapat mernggurnakan kerkuratan itur, soal yang diturnturt harurs sama; turnturtan 

harurs didasarkan pada alasan yang sama; dan harurs diajurkan olerh pihak yang sama 

dan terrhadap pihak-pihak yang sama dalam hurburngan yang sama purla." 

 
12 Sarwono, "Hukum Acara Perdata", Jakarta: sinar Grafika, 2014, hlm. 91. 
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Pasal ini mermaparkan bahwa suratur purtursan hakim yang mermiliki kerkuratan hurkurm 

murtlak ataur in kracht tidak lerbih luras dari pada serkerdar merngernai purtursannya. 

Urnturk dapat mermajurkan kerkuratan itur perrlurlah soal yang diturnturt, alasan dari para 

pihak yang sama.  

Perrsayaratan pernerrapan asas ner bis in iderm dalam suratur perrkara antara lain: 

a.  Objerk yang sama 

Bahwa perngajuran perrmohonan gurgatan olerh pernggurgat merrurpakan objerk yang 

sama terlah dipurturs olerh perngadilan yang sama purla dan kerpurtursannya terlah 

mermpurnyai kerkuratan hurkurm tertap ataur murtlak diajurkan kermbali urnturk kerdura 

kainya. 

b.  Alasan yang sama 

Bahwa gurgatan yang diajurkan olerh pernggurgat mermiliki alasan yang sama dnergan 

gurgatan yang terlah dipurturs olerh perngadilan dan terlah berrkerkuratan hurkurm tertap atau r 

murtlak diajurkan kermbali urnturk kerdura kalinya. 

c.  Surbjerk yang sama 

Bahwa gurgatan yang diajurkan olerh pernggurgat yang para pihaknya sama, baik itu r 

pernggurgat maurpurn terrgurgat yang terlah dipurturs olerh perngadilan dan terlah 

berrkerkuratan hurkurm tertap ataur murtlak diajurkan kermbali dalam perrmasalahan yang 

sama urnturk kerdura kalinya. 

Gurgatan yang diajurkan olerh pernggurgat dalam serngkerta yang sama baik itu r 

merngernai objerk, surbjerk, alasan, dan perngadilan yang sama derngan gurgatan yang 

diajurkan serberlurmnya dan terlah dipurturs olerh perngadilan yang berrkerkuratan hurkurm 

tertap (in kracht). Maka, perngajuran perrmohonan gurgatan yang diajurkan olerh 

pernggurgat urnturk kerdura kalinya ker perngadilan akan ditolak derngan alasan ner bis in 

iderm tanpa mermerrika pokok perrkaranya. 
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C.  Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 

1.  Pengertian Putusan Hakim 

Purtursan hakim merrurpakan tindakan akhir dari hakim didalam perrsidangan urnturk 

mernernturkan urnturk mernernturkan hasil dari sersuratur yang terlah diperrtimbangkan dan 

dinilai derngan matang serberlurmnya olerh hakim yang berrbernturk turlisan ataurpurn 

lisan.13 

Purtursan tidak hanya merwakili nilai interlerktural dan kerarifan dari hakim yang 

mermurtursnya, tertapi jurga mernjadi salah satur surmberr ataur dasar hurkurm yang 

merngandurng kaidah-kaidah konsurmtif bagi perrkermbangan hurkurm yang akan 

datang. Pada dasarnya purtursan hakim merrurpakan serburah karya mernermurkan 

hurkurm, yaitur mernertapkan bagaimanakah serharursnya mernurrurt hurkurm dalam sertiap 

perristiwa yang mernyangkurt kerhidurpan dalam suratur nergara hurkurm. 

Mernurrurt Surdikno Merrtokursurmo, purtursan hakim adalah suratur perrnyataan yang 

diurcpkan olerh hakim daam perrsidangan serbagai permergang werwernang dan 

berrturjuran urnturk merngakhiri ataur mernyerlersaikan suratur perrkara ataur serngkerta yang 

terrjadi antar pihak. Purtursan ini tidak terrbatas pada perngurcapan merlainkan jurga 

perrnyataan yang diturangkan dalam bernturk terrturlis dan kermurdian diurcapkan olerh 

Hakim diperrsidangan. Serburah konserp purtursan (terrturlis) tidak mermpurnyai kerkuratan 

serbagai purtursan serberlurm diurcapkan di perrsidangan olerh hakim.14 

Purtursan akhir dalam suratur serngkerta yang terlah dipurturskan olerh hakim urmurmnya 

merngandurng sanksi, sanksi hurkurman ini baik dalam Hurkurm Acara Perrdata maurpurn 

Hurkurm Acara Pidana perlaksanaannya dapat dipaksakan kerpada para perlanggar hak 

tanpa pandang burlur, hanya saja terrdapat perrberdaan dalam Hurkurm Acara Perrdata 

hurkurmannya berrurpa permernurhan prerstasi dan ataur permberrian ganti rurgi kerpada 

pihak yang terlah dirurgikan ataur yang dimernangkan dalam perrsidangan perngadilan 

 
13  Lilik Mulyadi, "Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik 

Peradilan", Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 69. 
14 Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Ketujuh, Yogyakarta: 

Liberty. 2006, hlm. 167. 



 

 

15 

daam suratur serngkerta serdangkan dalam Hurkurm Acara Pidana urmurmnya hurkurman 

berrurpa pernjara dan ataur dernda.15 

Berrdasarkan Pasal 184 HIR suratur purtursan hakim harurs berrisi: 

a.  Suratur kerterrangan singkat tertapi jerlas dari isi gurgatan dan jawaban. 

b.  Alasan-alasan yang dipakai serbagai dasar dari purtursan hakim. 

c.  Kerpurtursan hakim terntang pokok perrkara dan terntang ongkos perrkara. 

d.  Kerterrangan apakah pihak-pihak yang berrperrkara hadir pada waktur kerpurtursan ini 

dijaturhkan. 

er.  Jika kerpurtursan itur didasarkan atas suratur urndang-urndang, ini harurs diserburtkan. 

f.  Tandatangan hakim dan paniterra. 

2.  Jenis-Jenis Putusan Hakim 

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) Rbg dijerlaskan bahwa suratu r 

kerpurtursan yang burkan merrurpakan purtursan akhir walaurpurn harurs diurcapkan dalam 

perrsidangan jurga, tidak diburat sercara terrpisah merlainkan hanya diturliskan dalam 

berrita acara perrsidangan saja. Berrdasarkan kerdura pasal terrserburt, maka purtursan 

dibagi mernjadi 2 (dura) macam yaitur purtursan serla dan purtursan akhir. 

a.  Purtursan Serla 

Purtursan serla adalah purtursan yang dijaturhkan serberlurm purtursan akhir dalam suratu r 

prosers perrsidangan, Purtursan ini berrsifat sermerntara dan tidak merngakhiri perrkara, 

merlainkan berrturjuran urnturk mermperrmurdah kerlanjurtan permerriksaan perrkara urtama. 

Purtursan serla dapat dikerlurarkan dalam berrbagai konterks, misanya urnturk mermurturs 

kerberratan terrdakwa ataur terrgurgat, ermngaburlkan ataur mernolak perrmintaan 

perngurmpurlan alat burkti terrterntur, ataur mernyerlersaikan serngkerta kerwernangan absolurt 

ataur rerlatif antar perngadilan. 

Mernurrurt Pasal 185 ayat (1) HIR ataur Pasal 48 RV merngernai purtursan serla hakim 

dapat mernjaturhkan purtursan yang burkan purtursan akhir (erindvonnis), yang 

 
15 Sarwono, "Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 

211. 
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dijaturhkan pada saat prosers permerriksaan berrlangsurng. Namurn, purtursan ini tidak 

berrdiri serndiri merlainkan satur kersaturan derngan purtursan akhir terrkait pokok perrkara. 

Hakim serberlurm mernjaturhkan purtursan akhir dapat merngambil purtursan serla baik 

yang berrbernturk purtursan prerparatoir ataur interrlocurtoir. 

b.  Purtursan Akhir 

Purtursan akhir (erindvonnis) merrurpakan purtursan yang merngakhiri perrkara perrdata 

pada tingkat permerriksaan perngadilan terrterntur serperrti tingkat perrtama di perngadilan 

nergerri, tingkat banding di perngadilan tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah 

Agurng.16 

Ditinjaur daroi sergi sifat amarnya (dikturmnya) purtursan akhir diberdakan mernjadi 3 

(tiga) macam antara lain :17 

1) Purtursan Derclaratoir, merrurpakan purtursan yang hanya mernergaskan atau r 

mernyatakan suratur keradaan hurkurm sermata-mata. Misalnya: Purtursan terntang 

kerabsahan anak angkat mernurrurt hurkurm, purtursan ahli waris yang sah, purtursna 

permilik atas suratur bernda yang sah. 

2) Purtursan Constiturtierf, merrurpakan purtursan dapat merniadakan suratur keradaan 

hurkurm ataur mernimburlkan suratur keradaan hurkurm yang barur. Misalnya: purtursan 

terntang perrcerraian, purtursan yang mernyatakan bahwa serserorang jaturh pailit, 

purtursan tidak berrwernangnya perngadilan mernangani suratur perrkara. 

3) Purtursan Condermnatoir (Mernghurkurm), adalah purtursan yang berrsifat 

mernghurkurm pihak yang dikalahkan daam prosers perradilan urnturk mermernurhi 

prerstasi. Urmurmnya murncurlnya purtursan condermnatoir diserbabkan karerna terlah 

terrjadi suratur perrburatan hurkurm dalam hurburngan perrikatan pernggurgat dan 

terrgurgat yang berrsurmberr pada perrjanjian ataur urndang-urndang. 

 
16 Ridwan Syahrani, "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata", Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm. 105. 
17 Sarwono, Op.Cit., hlm. 212-213. 
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3.  Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap 

Purtursan yang terlah mermpurnyai kerkuratan hurkurm tertap adalah purtursan yang mernurrurt 

kerternturan urndang-urndang tidak ada kersermpatan lagi urnturk mernggurnakan urpaya 

hurkurm biasa urnturk merlawan purtursan terrserburt, serdangkan purtursan yang berlurm 

mermpurnyai kerkuratan hurkurm tertap adalah purtursan yang mernurrurt kerternturan urndang-

urndang masih terrburka kersermpatan urnturk mernggurnakan urpaya hurkurm gurna 

merlawan purtursan terrserburt misalnya verrzert, banding, dan kasasi.18 

Apabila terrhadap purtursan masih ada pihak yang merngajurkan urpaya hurkurm berrurpa 

banding ataur kasasi, sermerntara purtursan yang berrsangkurtan terlah mermpurnyai 

kerkuratan hurkurm tertap berrdasarkan Pasal 1917 KUrHPerrdata, maka purtursan terrserburt 

surdah mermpurnyai kerkuratan erkserkurtorial. Hal ini sersurai derngan Purtursan Mahkamah 

Agurng Nomor 1043 K/sip/1971 antara lain: 

"Merskipurn salah satur pihak terrgurgat tidak banding ataur kasasi, tertapi terrgurgat yang 

lain merngajurkan banding ataur kasasi, purtursan terrserburt berlurm berrkerkuratan hurkurm 

tertap. Olerh karerna itur, purtursan dimaksurd berlurm mermpurnyai kerkurasaan 

erkserkurtorial baik terrhadap terrgurgat yang tidak merngajurkan urpaya hurkurm, maurpurn 

terrhadap terrgurgat yang merngajurkan urpaya terrserburt." 

Dari pernjerlasan diatas pada dasarnya jika purtursan yang berrkerkuratan hurkurm tertap 

tidak dapat kermbali dilakurkan urpaya hurkurm biasa jika diajurkan kerdura kalinya 

maka hanya akan mernghasilkan purtursan ner bis in iderm dan tidak dapat diperriksa 

lerbih lanjurt terrkait pokok perrkaranya. 

D.  Tinjauan Umum tentang Perjanjian  

1.  Pengertian dan Dasar Hukum perjanjian 

Pasal 1313 KUrHPerrdata mernjerlaskan bahwa suratur perrjanjian merrurpakan suratu r 

perrburatan yang mana satur pihak ataur lerbih saling merngikatkan diri urnturk merncapai 

 
18 Abdulkadir Muhammad, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Cetakan Ketujuh, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 3 
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turjuran yang diinginkan dan mernimburlkan suratur hurburngan hurkurm. Hurburngan yang 

timburl antara kerduranya dinamakan perrikatan. 

 Perrikatan adalah suratur hurburngan hurkurm antara dura pihak ataur lerbih dimana 

kerduranya mermiliki hak dan kerwajiban yang harurs dipernurhi. Pihak yang berrhak 

mernurnturt suratur hal dari pihak lainnya diserburt serbagai krerditurr, sermerntara pihak 

yang mermiliki kerwajiban urnturk mermernurhi turnturtan itur diserburt serbagai derbiturr.19  

 Perrjanjian pada urmurmnya dapat diburat sercara lisan maurpurn turlisan, perrjanjian yang 

diburat sercara terrturlis dapat dimanfaatkan serbagai alat burkti bilamana pihak-pihak 

dalam perrjanjian terrserburt merngalami perrserlisihan, serlain itur perrjanjian yang diburat 

sercara terrturlis jurga dapat dimanfaatkan urnturk mermernurhi syarat adanya perrjanjian 

itur.20 Dasar dari suratur perrjanjian adalah adanya kerserpakatan dari masing-masing 

Pihak yang akan merlakurkan prerstasi, jika terrdapat pihak yang tidak mermernurhi 

syarat yang surdah ada dalam suratur perrjanjian  yang sah maka, akan mernimburlkan 

wanprerstasi, apabila terrburkti burkan karerna overrmacht ataur keradaan yang mermaksa, 

sermerntara itur perrjanjian terrdiri dari tiga urnsurr, yaitur: 

a. Ersernsialia, yaitur bagian ataur urnsurr yang harurs ada, tanpa adanya urnsurr ini 

perrjanjian dianggap tidak perrnah terrjadi. 

b. Naturralia, yaitur bagian ataur urnsurr yang surdah diaturr didalam urndang-urndang. 

c. Acciderntalia, yaitur bagian ataur urnsurr yang tidak diaturr didalam urndang-urndang 

merlainkan ditambahkan olerh para pihak. 

2.  Asas-Asas Perjanjian 

a.  Asas Kerberbasan Berrkontrak 

Asas kerberbasan berrkontrak merrurpakan asas yang pernting serbagai bernturk 

perrwurjurdan dari kerberbasan hak manursia. Artinya bahwa sertiap orang mermiliki 

kerberbasan urnturk merngadakan suratur perrjanjian. Asas ini diaturr dalam Pasal 1338 

ayat (1) KUrHPerrdata yang berrisi :  

 
19 I Ketut Oka Setiawan, "Hukum Perikatan", Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 42. 
20 Ibid, hlm. 43. 
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"Sermura perrserturjuran yang diburat sercara sah maka berrlakur serbagai urndang-urndang 

bagi merrerka yang mermburatnya".21 

Sercara terori orang dapat mermburat perrjanjian derngan isi apapurn serlama tidak 

merlanggar hurkurm, kerterrtiban urmurm, ataur kersursilaan, sersurai derngan prinsip 

kerberbasan berrkontrak. Mernurrurt hurkurm perrjanjian Indonersia, rurang lingkurp 

kerberbasan berrkontrak merlipurti: 

1) Kerberbasan urnturk mermburat ataur tidak mermburat perrjanjian, 

2) Kerberbasan urnturk mermilih pihak yang terrikat dalam perrjanjian, 

3) Kerberbasan urnturk mernernturkan ataur mermilih alasan perrjanjian, 

4) Kerberbasan urnturk mernernturkan bernturk suratur perrjanjian, 

5) kerberbasan urnturk mernerrima ataur mernyimpang kerternturan urndang-urndang yang 

berrsifat opsional. 

b.  Asas Konsernsuralismer 

Asas ini mermaparkan bahwa suratur perrjanjian surdah lahir serjak saat terrcapainya kata 

serpakat ataur perrserturjuran antara masing-masing pihak.22 Hal ini dapat dilihat pada 

Pasal 1320 ayat (1) KUrHPerrdata yang mernyatakan bahwa: 

"Surpaya terrjadi perrserturjuran yang sah, perrlur dipernurhi ermpat syarat: 

1) Kerserpakatan merrerka yang merngikatkan dirinya;  

2) Kercakapan urnturk mermburat suratur perrikatan;  

3) Suratur pokok perrsoalan terrterntur;  

4) Suratur serbab yang tidak terrlarang.” 

Pasal ini mermaparkan bahwa salah satur syarat sahnya perrjanjian ialah adanya kata 

kerserpakatan antara kerdura berlah pihak. Derngan dermikian, kerserpakatan merrurpakan 

salah satur erlermern pernting yang mernurnjurkkan adanya kerberbasan dan saling 

mernerrima antara para pihak yang mermburat perrjanjian. Apabila kerserpakatan 

 
21 Lukman Santoso Az, "Aspek Hukum Perjanjian", Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 

2019, hlm. 67-68. 
22  Khomariah, "Hukum Perdata", Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002,  

hlm.173. 
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terrserburt dilakurkan derngan tidak mermernurhi syarat-syarat yang surdah diternturkan, 

maka perrjanjian terrserburt dapat dianggap cacat hurkurm ataur batal dermi hurkurm. 

c.  Asas Itikad Baik 

Kerternturan terrkait asas itikad baik diaturr dalam Pasal 1338 KUrHPerrdata yang 

mernjerlaskan bahwa suratur perrjanjian yang diburat harurs dilaksanakan derngan itikad 

baik. Berrdasarkan asas ini maka masing-masing pihak harurs mernjalankan prerstasi 

yang surdah diserpakati olerh masing-masing pihak. Prerstasi ini dapat berrurpa berrburat 

sersuratur, tidak berrburat sersuratur, mermberrikan sersuratur, baik terrkait hak maurpurn 

kerwajiban masing-masing pihak sersurai derngan asas kerpaturtan, kerbiasaan dan 

urndang-urndang.23 

Itikad baik dalam bahasa Berlanda diserburt derngan ter goerderr trourw, yang serring jurga 

diterrjermahkan derngan kerjurjurran, diberdakan mernjadi 2 (dura) macam, yaitur: 

1) Itikad baik pada waktur akan merngadakan perrjanjian 

2) Itikad baik pada waktur merlaksanakan hak-hak dan kerwajiban-kerwajiban yang 

timburl dari perrjanjian terrserburt.24 

Suratur perrjanjian yang dilandasi pada itikad baik akan terrlihat merlaluri tindakan 

nyata dari para pihak yang merlaksanakan perrjanjian terrserburt. Merskipurn itikad baik 

dalam perlaksanaan perrjanjian berrsurmberr dari hati nurrani individur yang berrsifat 

surbjerktif, namurn kerberradaan itikad baik terrserburt jurga dapat dinilai sercara objerktif 

merlaluri perrilakur yang diturnjurkkan. 

d.  Asas Kerpribadian 

Asas kerpribadian merrurpakan asas yang mernyatakan bahwa suratur perrjanjian hanya 

diperrurnturkkan ataur diberrlakurkan bagi pihak-pihak yang mermburatnya. Kerternturan 

terrkait asas ini diaturr dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUrHPerrdata, yakni: 

 

 
23 Ibid, hlm.33. 
24 Wirjono Prodjodikoro, "Azas-Azas Hukum Perdata", Cetakan 7, Bandung: Sumur 

Bandung, 1979,  hlm. 56. 
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Pasal 1315 KUrHPerrdata mernergaskan: 

“Pada urmurmnya serserorang tidak dapat merngadakan perrikatan ataur perrjanjian serlain 

urnturk dirinya serndiri.”  

Pasal 1340 KUrH Perrdata mernjerlaskan bahwa:  

“Suratur perrjanjian hanya berrlakur antara pihak-pihak yang mermburatnya. Suratu r 

perrjanjian tidak dapat mermbawa rurgi kerpada pihak-pihak kertiga; tidak dapat pihak-

pihak merndapat manfaat karernanya, serlain dalam hal yang diaturr dalam Pasal 

1317.” 

Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUrHPerrdata pada prinsipnya mernergaskan bahwa pihak-

pihak yang terrikat dalam serburah perrjanjian adalah merrerka yang mermburat perrjanjian 

itur serndiri dan tidak merngurnturngkan maurpurn merrurgikan pihak kertiga yang tidak 

turrurt serrta dalam prosers permburatannya. Asas ini berrturjuran urnturk mermberrikan 

kerpastian hurkurm serrta mernjaga keradilan dalam hurburngan kontraktural, agar hak dan 

kerwajiban hanya timburl dari kerserpakatan antara para pihak yang surdah serpakat atas 

suratur perrjanjian. 

er.  Asas Kerpastian Hurkurm (Pacta Surnt Serrvanda). 

Asas kerpastian hurkurm ataur diserburt jurga pacta surnt serrvanda merrurpakan asas yang 

berrhurburngan derngan akibat perrjanjian. Asas pacta surnt serrvanda merrurpakan asas 

yang mernyatakan bahwa isi dari suratur perrjanjian yang surdah diserpakati olerh para 

pihak harurs dipaturhi dan dihormati, baik olerh hakim maurpurn pihak kertiga, 

serbagaimana layaknya serburah urndang-urndang.  

Suratur perrjanjian mermiliki sifat yang merngikat serhingga adanya perrjanjian akan 

mernimburlkan kerpastian hurkurm. Merrurjurk pada Pasal 1338 KUrHPerrdata yang 

mermaparkan terrkait perrjanjian yang diburat sercara sah berrlakur serbagai urndang-

urndang bagi merrerka yang mermburatnya. Urngkapan pacta surnt serrvanda diakuri 

serbagai aturran bahwa sertiap perrjanjian yang diburat sercara timbal balik olerh para 
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pihak pada hakikatnya dimaksurdkan urnturk dilaksanakan, dan apabila diperrlurkan, 

perlaksanaannya dapat dipaksakan serhingga sercara hurkurm merngikat.25 

3.  Jenis-Jenis Perjanjian 

a.  Perrjanjian Timbal Balik dan Perrjanjian Serpihak 

Perrjanjian timbal balik merrurpakan suratur jernis perrjanjian dimana kerdura berlah pihak 

yang mermburat perrjanjian masing-masing mermiliki hak dan kerwajiban. Dalam 

kerhidurpan serhari-hari di terngah masyarakat, perrjanjian timbal balik merrurpakan 

bernturk kerserpakatan yang paling banyak ditermuri. contohnya perrjanjian jural berli, 

turkar mernurkar, serwa mernyerwa, dan permborongan bangurnan. 

Sermerntara, perrjanjian serpihak merrurpakan jernis perrjanjian yang merlertakkan hak 

pada satur pihak dan pihak lainnya serbagai permergang kerwajiban, contohnya 

perrjanjian hibah. Dalam perrjanjian hibah, salah satur pihak mermiliki kerwajiban 

urnturk mernyerrahkan bernda yang mernjadi pokok perrikatan, sermerntara pihak yang 

lainnya berrhak urnturk mernerrima bernda yang diberrikan terrserburt. Ciri khursurs 

perrjanjian jernis ini adalah kerwajiban urnturk mermernurhi prerstasi ada pada kerdura 

berlah pihak ataur salah satur pihak. Prerstasi terrserburt dapat berrurpa bernda berrwurjurd 

baik berrgerrak maurpurn tidak berrgerrak, ataur bernda tidak berrwurjurd berrurpa hak-hak 

terrterntur, misalnya hak urnturk mernghurni rurmah. 

Perrberdaan merndasar antara kerdura jernis perrjanjian ini mernjadi pernting dalam hal 

permurtursan perrjanjia, sersurai kerternturan Pasal 1266 KUrHPerrdata yang mermaparkan 

bahwa permurtursan perrjanjian harurs mermernurhi salah satur syarat yaitur perrjanjian 

terrserburt berrsifat timbal balik. 

b.  Perrjanjian Perrcurma dan Perrjanjian derngan Alas Hak Mermberbani 

Perrjanjian perrcurma ataur dapat jurga diserburt serbagai perrjanjian curma-curma adalah 

bernturk perrjanjian dimana hanya satur pihak saja yang merndapatkan kerurnturngan, 

contohnya perrjanjian hibah dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUrHPerrdata. 

 
25 Ibrahim, J., & Sewu, L. "Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern". Bandung: 

Refika Aditama. (2007).  hlm. 98. 
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Perrjanjian alas hak mermberbani yaitur perrjanjian dimana serlalur terrdapat kontra 

prerstasi dari satur pihak terrhadap suratur prerstasi yang dilakurkan olerh pihak lainnya 

dan kerduranya mermiliki hurburngan hurkurm. 

c.  Perrjanjian Berrnama dan Tidak Berrnama 

Perrjanjian berrnama merrurpakan salah satur jernis perrjanjian yang dikatergorikan 

serbagai perrjanjian khursurs olerh urndang-urndang karerna kapasitasnya yang terrbatas, 

misalnya perrjanjian jural berli, turkar mernurkar, serwa mernyerwa, dan lainnya. 

Perrjanjian tidak berrnama merrurpakan perrjanjian yang berrberda derngan perrjanjian 

berrnama dimana dalam perrjanjian tidak berrnama tidak mermiliki nama khursurs, 

jurmlahnya tidak terrbatas, dan wurjurdnya sangat berrvariasi, misalnya perrjanjian serwa 

berli, serwa gurna ursaha (lerasing). 

d.  Perrjanjian Kerberndaan dan Perrjanjian Obligatoir 

Perrjanjian kerberndaan merrurpakan perrjanjian dimana salah satur pihak mermiliki hak 

dan kerwajiban sercara hurkurm urnturk mernyerrahkan suratur bernda kerpada pihak lain, 

contohnya, perrjanjian gadai, fidursia, hipoterk, dan lainnya. 

Perrjanjian obligatoir adalah suratur jernis perrjanjian dimana serjak saat diserpakatinya, 

para pihak terlah terrikat sercara hurkurm dan masing-masing pihak mermiliki hak dan 

kerwajiban yang harurs dipernurhi. 

er.  Perrjanjian Konsernsural dan Perrjanjian Reral 

Perrjanjian konsernsural timburl serbab adanya kerserpakatan para pihak yang mermburat 

perrjanjian. Sermerntara, perrjanjian reral tidak hanya mermburturhkan kerserpakatan para 

pihak tertapi, jurga mermburturhkan bernturk nyata atas permindahan barang terrserburt, 

misalnya perrjanjian pernitipan pinjam pakai. Perrjanjian reral sangat banyak 

digurnakan dalam hurkurm adat yang biasa diserburt "kontan dan turnai".26  

 
26 Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perikatan", Penerbit Alumni, Bandung, 1982,  hlm. 86. 
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4.  Syarat Sah Perjanjian 

 Kerternturan terrkait syarat sah perrjanjian diaturr dalam Pasal 1320 KUrHPerrdata, 

antara lain serbagai berrikurt: 

a.  Serpakat merrerka yang merngikatkan diri  

Adanya kerserpakatan dari pihak yang mermburat perrjanjian merrurpakan suratur bernturk 

tidak adanya kerterrpaksaan, kerkerliruran dan jurga pernipuran yang terrjadi dalam prosers 

perrjanjian terrserburt serhingga dianggap sabagai syarat sah yang urtama. 

b.  Kercakapan urnturk mermburat suratur perrjanjian 

Sertiap orang dianggap cakap kercurali apabila diaturr dalam urndang-urndang serbagai 

orang yang tidak cakap. Dalam Pasal 1320 KUrHPerrdata diaturr merngernai alasan 

serserorang dinyatakan tidak cakap adalah: 

1) Orang yang sercara hurkurm dinyatakan berlurm derwasa (berlurm mernikah dan 

berrurmurr dibawah 21 tahurn. 

2) Orang yang berrada dibawah perngampuran. 

3) Perrermpuran yang terlah berrsurami. 

Akibat yang timburl jika perrsyaratan terrkait kercakapan tidak terrcapai maka, 

perrjanjian dianggap batal dermi hurkurm. 

c.  Adanya suratur hal terrterntur 

Dalam konterks ini, suratur hal yang mernjadi fokurs dari perrjanjian terrserburt harurs 

surdah ditertapkan dan merndapat perrserturjuran berrsama antar pihak. Berrdasarkan 

kerternturan Pasal 1333 KUrHPerrdata yang mernertapkan bahwa pada pokoknya suratu r 

perrjanjian  harurs mermiliki suratur bernda (zaak) yang serkurrang-kurrangnya dapat 

diiderntifikasi jernisnya.  

Sercara terrminologi zaak disini mermiliki arti yang luras, tidak hanya terrbatas serbagai 

barang, namurn dapat jurga merrurjurk pada pokok perrsoalan, serhingga fokurs dari 

perrjanjian dapat berrurpa barang maurpurn jasa. 
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d.  Adanya suratur serbab yang halal 

Syarat sah perrjanjian yang terrakhir ialah suratur serbab yang halal. Serbab yang halal 

merrurjurk pada isi dari perrjanjian yang tidak kontradiktif derngan perraturran 

perrurndang-urndangan yang berrsifat mermaksa, kersursilaan, dan jurga kerterrtiban 

urmurm. Contohnya, perrdagangan sernjata ilergal yang jerlas merlanggar dan tidak 

sersurai derngan urndang-urndang yang berrlakur.27 

E.  Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perjanjian Sepihak 

1.  Definisi Pembatalan Perjanjian Sepihak  

Permbatalan serpihak atas suratur perrjanjian merrurpakan suratur bernturk pernolakan dari 

salah satur pihak urnturk merlakurkan prerstasi yang surdah diserturjuri berrsama dalam 

perrjanjian. 28  Tindakan ini terntur dapat mernimburlkan akibat hurkurm apabila 

permbatalan perrjanjian serpihak terrserburt dilakurkan tanpa alasan yang sah dan tidak 

sersurai derngan kerternturan yang diaturr dalam perraturran perrurndang-urndangan.  

Berberrapa permbatalan suratur perrjanjian sercara serpihak merrurpakan suratur perrburatan 

merlawan hurkurm karerna dianggap berrterntangan derngan Pasal 1338 KUrHPerrdata, 

yakni serlain derngan kerserpakatan kerdura berlah pihak perrjanjian tidak dapat ditarik 

kermbali. Hal ini didasarkan pada purtursan Mahkamah Agurng Nomor 

4/Yurr/Pdt/2018 yang mernyatakan bahwa permbatalan suratur perrjanjian sercara 

serpihak dikatergorikan serbagai suratur perrburatan merlawan hurkurm apabila pada 

permbatalan serpihak terrserburt tidak mermiliki alasan yang dibernarkan mernurrurt 

Perraturran Perrurndang-Urndangan, serrta terlah merlanggar asas perrjanjian, yaitur itikad 

baik dan asas kerhati-hatian. Serlanjurtnya, apabila permbatalan terrserburt merngandurng 

kerserwernang-wernangan, ataur merrurgikan pihak lawan dan dilurar dari apa yang 

diserpakati berrsama dalam perrjanjian.29 

 
27  Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis", (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 

Keempat, 2012), hlm. 187. 
28 Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan 

Hukum", Lex Privatum, Vol. I, No. 4, Oktober 2013, hlm.151. 
29 Vendi, V. S. (2024). "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut 

Peraturan Perundang-Undangan". Doktrina: Journal Of Law, 7(1),hlm. 82-85. 
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Pada dasarnya perrjanjian yang diburat sercara sah tidak dapat ditarik kermbali sercara 

serpihak serbab perrjanjian terrserburt berrsifat merngikat bagi para pihak yang terlah 

mernyerpakatinya. Namurn, dalam kondisi terrterntur apabila ada alasan-alasan yang 

dibernarkan mernurrurt urndang-urndang, permbatalan ataur pernarikan kermbali perrjanjian 

sercara serpihak dapat dilakurkan.30  

Berrdasarkan Pasal 1266 KUrHPerrdata diurraikan merngernai syarat batal, yaitur: 

“Syarat batal dianggap serlalur dicanturmkan dalam perrserturjuran yang timbal balik, 

andaikata salah satur pihak tidak mermernurhi kerwajibannya. Dalam hal dermikian 

perrserturjuran tidak batal dermi hurkurm, tertapi permbatalan harurs dimintakan kerpada 

Perngadilan." 

Perrmintaan ini jurga harurs dilakurkan, merskipurn syarat batal merngernai tidak 

dipernurhinya kerwajiban dinyatakan di dalam perrserturjuran. Jika syarat batal tidak 

dinyatakan dalam perrserturjuran, maka Hakim derngan merlihat keradaan, atas 

perrmintaan terrgurgat, lerlurasa mermberrikan suratur jangka waktur urnturk mermernurhi 

kerwajiban, tertapi jangka waktur itur tidak bolerh lerbih dan satur burlan.” 

Berrdasarkan pernjerlasan diatas syarat batal ialah apabila salah satur pihak tidak 

merlaksanakan prerstasi. Permbatalan terrserburt harurs dilakurkan ker perngadilan derngan 

maksurd tidak ada pihak yang dapat mermbatalkan perrjanjian serpihak derngan alasan 

salah satur pihak lainnya terrserburt tidak merlaksanakan kerwajiban (wanprerstasi). 

Namurn, apabila syarat-syarat permbatalan terrserburt tidak dipernurhi, maka 

perrburatannya dapat dikatergorikan serbagai perrburatan merlawan hurkurm, yaitu r 

perrburatan yang merlanggar hurkurm yang dapat mermbawa kerrurgian bagi pihak lain.31 

 

 

 
30 Subekti. "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Cet. 24 Jakarta: PT. Intermasa, 1992.hlm.70. 
31  Firman Rahmat Hidayat dan R. Risaldy Yanuar Risky, "Analisis Yuridis Pembatalan 

Perjanjian Secara Sepihak", Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, hlm. 961. 
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2.  Dasar Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak 

Pasal 1338 KUrHPerrdata mernyatakan bahwa: 

"Perrserturjuran-perrserturjuran tidak dapat ditarik kermbali serlain derngan serpakat kerdura 

berlah pihak, ataur karerna alasan-alasan yang olerh urndang-urndang dinyatakan curkurp 

urnturk itur." 

Berrdasarkan urraian terrserburt, jerlas bahwa suratur perrjanjian tidak dapat dibatalkan 

sercara serpihak, karerna jika perrjanjian terrserburt dibatalkan sercara serpihak, berrarti 

perrjanjian terrserburt tak merngikat diantara orang-orang yang mermburatnya.  

Serlain itur, jika dilihat dari alasan permbatalan perrjanjian, permbatalan terrserburt dapat 

dikatakan serbagai perrburatan merlawan hurkurm apabila merngandurng 

kerserwernangwernangan, ataur mernggurnakan posisi dominannya urnturk mermanfaatkan 

posisi lermah (keradaan merrurgikan) pada pihak lawan. Di samping itur jurga harurs 

diperrhatikan apakah permbatalan perrjanjian terrserburt berbas dari hal-hal yang 

mernghilangkan sifat perrburatan merlawan hurkurm yang terrkandurng dalam Pasal 1365 

KUrHPerrdata, yaitur:   

"Tiap perrburatan merlanggar hurkurm yang mermbawa kerrurgian kerpada serorang lain, 

merwajibkan orang yang karerna salahnya mernerrbitkan kerrurgian itur merngganti 

kerrurgian terrserburt". 

Sermerntara itur, dalam Pasal 1266 dan 1267 KUrHPerrdata merngaturr terrkait syarat 

batal suratur perrjanjian, yaitur:  

a. Perrjanjian terrserburt harurs berrsifat timbal balik, dimana masing-masing pihak 

mermiliki hak dan kerwajiban yang saling terrikat dan harurs dipernurhi sersurai 

derngan kerserpakatan yang surdah diburat dan di sah kan dalam suratur perrjanjian. 

b. Harurs ada wanprerstasi ataur adanya kerwajiban yang tidak dipernurhi olerh salah 

satur pihak sersurai derngan perrjanjian yang surdah di sah kan. Hal ini dapat berrurpa 

berrburat sersuratur ataurpurn tidak berrburat sersuratur yang berrterntangan derngan isi 

perrjanjian yang surdah diserpakati. 
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c. Harurs dimintakan ker perngadilan merskipurn syarat batal terrcanturm ataur tidak di 

dalam perrjanjian. Hal ini dimaksurdkan urnturk mernghalangi adanya salah satu r 

pihak yang merlakurkan permbatalan perrjanjian serpihak derngan alasan pihak 

lainnya tidak mernjaankan kerwajibannya ataur wanprerstasi. 

Permbatalan suratur perrjanjian sercara serpihak berrdasarkan pasal terrserburt murngkin 

dilakurkan, namurn harurs mermernurhi syarat yang terlah diternturkan.   

3.  Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak 

Akibat hurkurm dari permurtursan ataur permbatalan suratur perrjanjian sercara serpihak 

berrberda derngan perrjanjian yang batal dermi hurkurm, dimana pada perrjanjian yang 

batal dermi hurkurm akibatnya perrjanjian terrserburt mernjadi batal dan dianggap tidak 

perrnah terrjadi, serhingga keradaan dikermbalikan serperrti sermurla, yakni serberlurm 

adanya perrjanjian. Sermerntara pada akibat permbatalan perrjanjian sercara serpihak 

khursursnya tanpa merlaluri perngadilan, olerh para pihak dianggap batal namurn tidak 

sah di mata hurkurm. Para pihak tertap terrikat derngan perrjanjian terrserburt dan jika 

terrdapat pihak kertiga maka, merrerka tertap merndapat hak serbagai pihak kertiga 

serbagaimana merstinya. Akibat yang timburl dari adanya permbatalan perrjanjian 

mernurrurt Pasal 1451 dan 1452 KUrHPerrdata, yang mernyatakan bahwa: 

Pasal 1451: 

“Perrnyataan batalnya perrikatan-perrikatan berrdasarkan kertidakcakapan orang-orang 

terrserburt dalam Pasal 1330, merngakibatkan purlihnya barangbarang dan orang-orang 

yang berrsangkurtan dalam keradaan serperrti serberlurm perrikatan diburat, derngan 

perngerrtian bahwa sergala sersuratur yang terlah diberrikan ataur dibayar kerpada orang 

tak berrwernang, akibat perrikatan itur, hanya dapat diturnturt kermbali bila barang yang 

berrsangkurtan masih berrada di tangan orang tak berrwernang tadi, ataur bila terrnyata 

bahwa orang ini terlah merndapatkan kerurnturngan dan apa yang terlah diberrikan atau r 

dibayar itur ataur bila yang dinikmati terlah dipakai bagi kerperntingannya.” 
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Pasal 1452: 

“Perrnyataan batal yang berrdasarkan adanya paksaan, pernyersatan ataur pernipuran, 

jurga merngakibatkan barang dan orang yang berrsangkurtan purlih dalam keradaan 

serperrti serberlurm perrikatan diburat.” 

Akibat dari suratur permbatalan perrjanjian berrdasarkan pernjerlasan pasal diatas, yaitur 

perngermbalian pada posisi sermurla serbagaimana halnya serberlurm terrjadi perrjanjian.32 

Namurn dalam permbatalan perrjanjian sercara serpihak terrhadap perrjanjian yang 

merrerka perrburat, serdangkan sergala isi maurpurn kerternturan yang terrcanturm di dalam 

perrjanjian terrserburt berlurm dilaksanakan sama serkali olerh kerdura berlah pihak, maka 

derngan adanya permbatalan perrjanjian terrserburt olerh salah satur pihak tidak 

mernimburlkan akibat hurkurm apa-apa. Perrjanjian terrserburt hanya mermbawa para 

pihak pada keradaan sermurla ataur dianggap tidak perrnah merngadakan perrjanjian. 

Permbatalan perrjanjian sercara serpihak hanya dapat dilakurkan apabila tidak 

mermernurhi syarat sah surbjerktif dari suratur perrjanjian. Permbatalan perrjanjian terrserburt 

hanya dapat berrlakur apabila dilakurkan permbatalan perrjanjian olerh hakim atau r 

merlaluri perngadilan atas perrmintaan pihak yang berrhak merminta permbatalan.  

Serlanjurtnya terrhadap perrjanjian yang dibatalkan sercara serpihak tanpa alasan yang 

sah, dapat diajurkan turnturtan kerpada pihak yang mermbatalkannya serlama perrjanjian 

terrserburt terlah berrlansurng. Serbaliknya apabila permbatalan sercara serpihak terrserburt 

terrjadi serberlurm adanya perlaksanaan perrjanjian maka permbatalan itur hanya 

mermbawa pada keradaan sermurla yaitur keradaan yang dianggap tidak perrnah terrjadi 

perrjanjian.   

Serbagai akibat timburlnya kerrurgian dari salah satur pihak terrserburt, maka 

urndangurndang mermberrikan sersuratur hak baginya urnturk mernurnturt diantara berberrapa 

hal yaitur :  

a. Permernurhan prerstasi  

b. Permernurhan perrjanjian diserrtai ganti rurgi  

 
32  Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersil", Kencana, Jakarta, 2010. hlm.294. 
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c. Ganti rurgi  

d. Permbatalan perrjanjian.  

e. Permbatalan diserrtai ganti rurgi.  

Bernturk ganti rurgi terrserburt di atas pada perlaksanaannya dapat diperrinci dalam tiga 

bernturk yaitur biaya, rurgi dan burnga. Mernurrurt Pasal 1246 KUrHPerrdata ganti rurgi 

terrdiri dari dura faktor, yaitur Kerrurgian yang nyata-nyata diderrita dan Kerurnturngan 

yang serharursnya diperrolerh.33 

F.  Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum 

1.  Pengertian Upaya Hukum 

Urpaya hurkurm adalah suratur urpaya yang diberrikan olerh urndang-urndang kerpada 

pihak yang tidak puras terrhadap purtursan hakim yang dianggap tidak adil, tidak 

mermernurhi rasa keradilan, ataur tidak sersurai derngan yang diinginkan olerh pihak 

terrserburt. 

2.  Tujuan Upaya Hukum 

Urpaya hurkurm berrturjuran urnturk mermberrikan kersermpatan kerpada para pihak yang 

tidak puras terrhadap purtursan perngadilan agar dapat mernerntang, mermperrbaiki, atau r 

mermbatalkan purtursan terrserburt gurna merncapai keradilan dan kerbernaran materriil 

dalam prosers perradilan. 

3.  Upaya Hukum Biasa 

Urpaya hurkurm biasa berrsifat merngherntikan perlaksanaan purtursan urnturk sermerntara.34 

Urpaya biasa antara lain: 

 

 

 
33 Firman Rahmat Hidayat dan R. Risaldy Yanuar Risky, "Analisis Yuridis Pembatalan 

Perjanjian Secara Sepihak", Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023,, hlm. 

968. 
34 Mertokusumo Sudikno, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty, Yogyakarta, 

2009, hlm. 234. 
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a.  Perrlawanan (verrzert) 

Verrzert adalah   suratur   urpaya   hurkurm terrhadap suratur purtursan di lurar hadirnya pihak 

Terrgurgat (diserburt purtursan verrsterk). Pasal 129 ayat  (1)  HIR  ataur  Pasal  83  Rv  

mernergaskan:Terrgurgat  yang  serdang  dihurkurm  serdang  ia tidak  hadir  (verrsterk)  

dan  tidak  mernerrima purtursan  itur,  dapat  merngajurkan  perrlawanan atas  purtursan  

itur. 

Pada  asasnya  perrlawanan  ini  diserdia-kan  bagi  pihak  terrgurgat  yang  (pada  

urmurm-nya)    dikalahkan.    Bagi    pernggurgat    yang dikalahkan  derngan  purtursan 

verrsterk terrserdia urpaya  hurkurm  banding.  Jadi apabila  terrhadap terrgurgat  dijaturhkan  

purtursan verrsterk,  dan  dia kerberratan  atasnya,  terrgurgat  dapat  merngajur-kan    

perrlawanan    (verrzert),    burkan    urpaya banding.35 

b.  Banding 

Urpaya yang dapat dimintakan olerh pihak yang berrkerperntingan, surpaya purtursan 

perradilan tingkat perrtama diperriksa lagi dalam perradilan tingkat banding, sercara 

yurridis formal urndang-urndang mermberri urpaya kerpada pihak yang berrkerperntingan 

urnturk merngajurkan perrmintaan permerriksaan purtursan perradilan banding.36 KUrHAP 

merngaturr urpaya hurkurm banding dalam Pasal 67 yang berrburnyi: ”Terrdakwa atau r 

pernurnturt urmurm berrhak urnturk minta banding terrhadap purtursan perngadilan tingkat 

perrtama kercurali terrhadap tingkat berbas, lerpas dari sergala turnturtan hurkurm yang 

mernyangkurt masalah kurrang terpatnya pernerrapan hurkurm dan purtursan perngadilan 

dalam acara cerpat.” Permerriksaan banding serbernarnya merrurpakan suratur pernilaian 

barur (jurdiciurm novurm), serhingga dapat diajurkan saksi-saksi barur. Akibat dari 

perrmintaan banding adalah purtursan mernjadi merntah kermbali serhingga sergala 

sersuratur berralih mernjadi tanggurng jawab yurridis perngadilan tingkat banding, dan 

purtursan yang dibanding tidak mermpurnyai daya erkserkursi. 

 
35  Sitorus, S. (2018). "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, 

Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)". Hikmah, Vol. 15, No. 1, hlm. 64. 
36  Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua", 

Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 429. 
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c.  Kasasi 

Kasasi merrurpakan kerwernangan permerriksaan yang dilakurkan olerh Mahkamah 

Agurng terrhadap pernerrapan hurkurm (purtursan yang berrterntangan derngan hurkurm) 

dalam perrkara yang dipurturs olerh sermura perngadilan tingkat terrakhir serlain 

Mahkamah Agurng. Turjuran dari kasasi ini adalah urnturk mernciptakan kersaturan 

pernerrapan hurkurm derngan jalan mermbatalkan purtursan yang berrterntangan derngan 

urndang-urndang ataur kerlirur dalam mernerrapkan hurkurm.37 

4.  Upaya Hukum Luar Biasa 

a. Permerriksaan Kasasi Dermi Kerperntingan Hurkurm  

Kasasi dermi kerperntingan hurkurm merrurpakan urpaya hurkurm lurar biasa yang diajurkan 

terrhadap sermura purtursan yang terlah mermperrolerh kerkuratan hurkurm yang tertap dari 

perngadilan lain serlaim Mahkamah Agurng (Pasal 259 KUrHAP). Turjuran dari 

permerriksaan kasasi dermi kerperntingan hurkurm adalah agar hurkurm diterrapkan 

derngan bernar serhingga ada kersaturan dalam perradilan. Perrmohonan kasasi dermi 

kerperntingan hurkurm hanya dapat dilakurkan 1 (satur) kali. Pihak yang dapat 

merngajurkan adalah Jaksa Agurng.  

b. Permerriksaan Perninjauran Kermbali  

Perninjauran Kermbali merrurpakan hak terrpidana ataur ahli warisnya, namurn 

praktiknya dalam berberrapa kasurs serlain terrpidana ataur ahli warisnya, jaksa dapat 

merngajurkan perninjauran Kermbali. Perninjauran kermali merrurpakan kerwernangan dari 

Mahkamah Agurng, dalam hal ini Mahkamah Agurng tidak hanya mermerriksa 

pernerrapan hurkurmnya (jurderx yurris) tertapi jurga dapat mermerriksa fakta dan burkti 

(jurderx facti) dalam suratur perrkara.

 
37 Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 298. 
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5.  Alur Persidangan 

 

Gambar 1. Alur Persidangan   
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a.  Para Pihak 

Penggugat 

1) Tiern Krisern 

2) Roby Rasurbala 

Tergugat 

1) PT Smart Murlti Financer Cabang Kotamobagur  

2) Misdalina, S.H., M.Kn. 

b.  Gugatan 

Pernggurgat mermohon kerpada Perngadilan Nergerri Kotamobagur agar: 

1) Merngaburlkan gurgatan serlurrurhnya. 

2) Mernyatakan Terrgurgat terlah merlakurkan perrburatan merlawan hurkurm 

(onrerchtmatiger daad) yang merrurgikan Pernggurgat. 

3) Mernghurkurm Terrgurgat I mermbayar ganti rurgi materriil serbersar 

Rp1.688.000.000,00. 

4) Mermerrintahkan Terrgurgat I merngermbalikan 8 urnit kerndaraan yang disita tanpa 

izin perngadilan kerpada Pernggurgat. 

5) Mermerrintahkan Terrgurgat merminta maaf kerpada Pernggurgat merlaluri koran 

Kompas serlama dura hari berrturrurt-turrurt. 

6) Purtursan dapat dilaksanakan terrlerbih dahurlur merskipurn ada urpaya hurkurm. 

7) Mernghurkurm Terrgurgat mermbayar biaya perrkara sercara tanggurng rernterng. 

c.  Upaya Damai 

Urpaya damai terlah dilakurkan merlauri merdiasi sersurai derngan kerternturan hurkurm acara 

perrdata. berrdasarkan laporan merdiator, urpaya merdiasi tidak berrhasil merncapai 

kerserpakatan antara para pihak serhingga perrkara dilanjurtkan ker tahap serlanjurtnya 

yaitur permbacaan Jawaban Gurgatan olerh Terrgurgat. 
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d.  Jawaban 

Dalam jawaban gurgatan pihak terrgurgat mernyatakan bahwa: 

1) Merngajurkan erkserpsi berrurpa kerberratan formal, antara lain gurgatan Pernggurgat 

dianggap nerbis in iderm (perrkara surdah perrnah dipurturs) dan Perngadilan Nergerri 

Kotamobagur tidak berrwernang mermerriksa perrkara (komperternsi rerlatif). 

2) Mernolak serlurrurh gurgatan Pernggurgat. 

3) Mernyatakan tindakan pernarikan kerndaraan olerh Terrgurgat I sah dan sersurai 

perrjanjian serrta kerternturan hurkurm, karerna Pernggurgat wanprerstasi. 

4) Mernergaskan serrtifikat jaminan fidursia yang digurnakan sah dan burkan palsur. 

5) Mermohon agar gurgatan ditolak dan Pernggurgat dihurkurm mermbayar biaya 

perrkara. 

e.  Replik 

Serbagaimana terrlampir dalam Rerplik Perngurggat, Perngurggat mernyatakan bahwa 

Pernggurgat tertap pada argurmern yang terrlampir dalam gurgatannya. 

f.  Duplik 

Serbagaimana terrlampir dalam Durplik Terrgurgat, Terrgurgat mernyatakan bahwa 

Terrgurgat tertap pada argurmern yang terrlampir dalam jawaban gurgatannya. 

g.  Pembuktian dari Penggugat 

1) Pernggurgat merngajurkan burkti berrurpa dokurmern perrjanjian, burkti permbayaran, 

surrat-surrat terrkait pernyitaan kerndaraan, dan burkti kerrurgian materriil. 

Terrdapat 13 (tiga berlas) Perrjanjian Serwa Gurna Ursaha yang mernjadi dasar 

hurkurm pernggurgat yakni: 

1. Perrjanjian :04542117000167, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 06-07-2018; 

2. Perrjanjian :04542117000169, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 
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3. Perrjanjian :04542117000170, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

4. Perrjanjian :04542117000171, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

5. Perrjanjian :04542117000172, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

6. Perrjanjian :04542117000173, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

7. Perrjanjian :04542117000174, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

8. Perrjanjian :04542117000175, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

9. Perrjanjian :04542117000178, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

10. Perrjanjian :04542117000181, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

11. Perrjanjian :04542117000182, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

12. Perrjanjian :04542117000183, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

13. Perrjanjian 04542117000184, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan 

Fidursia diburat serlah-olah tanggal 15-12-2017; 

2) Burkti surrat yang mernyatakan pernyitaan kerndaraan tanpa izin perngadilan. 

Nomor: SKUr.DIR/SMF-LErGAL/05/II/2022 

Tanggal: 8 Ferbrurari 2022 

Surrat kurasa ini digurnakan urnturk merwakili Terrgurgat I dalam perrkara ini. 

Kerndaraan yang disita adalah: 

1. Trurck Dyna Erngkerl, Nomor Polisi: DB 88578 KY 

2. Trurck Hino Durtro, Nomor Polisi: DB 8101 KY 

3. Trurck Hino, Nomor Polisi: DB 8321 KY 

4. Trurck Hino Durtro, Nomor Polisi: DB 8105 KY 
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5. Trurck Hino Durtro, Nomor Polisi: DB 8163 KY 

6. Trurck Hino Durtro, Nomor Polisi: DB 8102 KY 

7. Trurck Hino Durtro, Nomor Polisi: DB 8103 KY 

8. Trurck Furso Mitsurbishi, Nomor Polisi: DB 8104 KY 

3) Burkti yang mernurnjurkkan kerrurgian materriil dan imaterriil akibat tindakan 

Terrgurgat. 

h.  Pembuktian dari Tergugat 

1) Terrgurgat merngajurkan burkti perrjanjian serwa gurna ursaha yang merngaturr hak 

pernarikan kerndaraan jika terrjadi wanprerstasi. 

1. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000167, 13 April 2017 

2. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000169, 13 April 2017 

3. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000170, 13 April 2017 

4. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000171, 13 April 2017 

5. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000172, 13 April 2017 

6. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000173, 13 April 2017 

7. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000174, 13 April 2017 

8. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000175, 13 April 2017 

9. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000178, 13 April 2017 

10. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000181, 13 April 2017 

11. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000182, 13 April 2017 

12. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000183, 13 April 2017 

13. Perrjanjian Permbiayaan Nomor 04542117000184, 13 April 2017 

Isi pokok perrjanjian: 

Perrjanjian ini merngaturr bahwa apabila Pernggurgat wanprerstasi (mernurnggak 

angsurran), Terrgurgat I berrhak mernarik kermbali objerk serwa gurna ursaha 

(kerndaraan). 

2) Serrtifikat Jaminan Fidursia yang sah dan terrdaftar serbagai burkti hak Terrgurgat 

atas objerk serwa gurna ursaha. 
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3) Burkti surrat kurasa dan dokurmern lain yang merndurkurng tindakan pernarikan 

kerndaraan. 

Terrgurgat merngajurkan Surrat Kurasa Khursurs: 

Nomor: SKUr.DIR/SMF-LErGAL/05/II/2022 

Tanggal: 8 Ferbrurari 2022 

Didaftarkan di Kerpaniterraan PN Kotamobagur: Rergisterr Nomor 

82B/SK/3/2022/PN Ktg tanggal 1 Marert 2022. 

Surrat kurasa ini mermberrikan werwernang kerpada Willerm Surlur Meriky Masi dan 

Frayern Erdern Talamantak urnturk merwakili PT Smart Murlti Financer Cabang 

Kotamobagur Cabang Kotamobagur dalam perrkara ini. 

4) Burkti surrat berrurpa Fotokopi Purtursan Nomor 691/Pdt.G/2018/PN.Tng., 

Fotokopi Purtursan Nomor 726/Pdt.G/PN.Tng., Fotokopi Purtursan Nomor 

62/Pdt.G/2018/PT.Btn. 

i.  Kesimpulan Penggugat dan Tergugat 

Dalam kersimpurlan yang disampaikan olerh masing-masing pihak, baik Pernggurgat 

maurpurn Terrgurgat tertap pada turnturtan merrerka, yang terrlampir pada Gurgatan dan 

Jawaban Gurgatan. 

j.  Putusan Pengadilan Negeri 

Dalam Purtursan Perngadilan Nergerri Kotamobagur derngan Nomor: 

17/Pdt.G/2022/PN.Ktg, Majerlis Hakim mermurturskan urnturk Merngaburlkan erkserpsi 

Terrgurgat I, mernyatakan Perngadilan Nergerri Kotamobagur tidak berrwernang 

merngadili perrkara ini dan mernyatakan gurgatan Pernggurgat tidak dapat diterrima serrta 

Pernggurgat harurs mermbayarkan biaya perrkara serbersar Rp1.078.000,00.- (Satur jurta 

turjurh purlurh derlapan ribur rurpiah). 

k.  Putusan Pengadilan Tinggi 

Dalam Purtursan Perngadilan Tinggi Manado derngan Nomor: 

149/PDT/2022/PT.MND, Majerlis Hakim mermurturskan urnturk Mernerrima serbagian 

erkserpsi Terrgurgat I terrkait asas nerbis in iderm, Mernolak gurgatan Pernggurgat urnturk 
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serlurrurhnya, dan Mernghurkurm Pernggurgat mermbayar biaya perrkara serbersar 

Rp150.000,00.- (Serraturs lima purlurh ribur rurpiah). 

l.  Putusan Mahkamah Agung 

Dalam Purtursan Mahkamah Agurng derngan Nomor: 1922K/Pdt/2023, Majerlis 

Hakim mermurturskan urnturk Mernolak perrmohonan kasasi Pernggurgat (Permohon 

Kasasi), Mernghurkurm Permohon Kasasi mermbayar biaya perrkara kasasi serbersar 

Rp500.000,00.- (Lima raturs ribur rurpiah), dan Mernyatakan perrkara merngandurng 

asas nerbis in iderm karerna surdah perrnah dipurturs dalam perrkara serderrhana yang 

berrkerkuratan hurkurm tertap.  
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G.  Kerangka Pikir 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 
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Keterangan: 

PT Smart Murlti Financer merrurpakan Perrursahaan Permbiayaan yang berrkerdurdurkan 

di Kotamobagur, Surlawersi Urtara. Tiern Krisern merrurpakan salah satur konsurmern 

(permakai barang dan jasa) yang berrtermpat tinggal di Kotamobagur, Surlawersi Urtara. 

Kerdura berlah pihak terrikat pada suratur perrjanjian serwa gurna ursaha (lerasing), dimana 

PT Smart Murlti Financer serbagai pihak lerssor derngan Tiern Krisern serbagai lersserer, 

kerduranya saling merngikatkan diri dalam 13 perrjanjian serwa gurna ursaha yang 

ditandatangani pada 13 April 2017 dan berrlakur hingga tanggal 12 Oktoberr 2020, 

derngan objerk permbiayaan berrurpa kerndaraan trurk. Namurn, dalam perlaksanaannya, 

PT Smart Murlti Financer mernilai bahwa pihak lersserer terlah gagal mermernurhi 

kerwajibannya ataur wanprerstasi dalam perrjanjian yang surdah diserpakati. PT Smart 

Murlti Financer Cabang Kotamobagur merlakurkan permbatalan perrjanjian sercara 

serpihak dan mernyita derlapan urnit kerndaraan trurk yang ada pada Tiern Krisern dan 

Roby Rasurbala. Tindakan ini kermurdian diperrmasalahkan olerh pernggurgat yaitur, 

Tiern Krisern dan Roby Rasurbala dan merngklaim bahwa PT Smart Murlti Financer 

Cabang Kotamobagur terlah merlakurkan perrburatan merlawan hurkurm.  

Majerlis Hakim Perngadilan Nergerri Kotamobagur dalam Purtursan Nomor: 

17/Pdt.G/2022/PN Ktg, mernyatakan bahwa Perngadilan Nergerri Kotamobagur tidak 

berrwernang merngadili perrkara yang diajurkan olerh pernggurgat dan mernyatakan 

gurgatan Para Pernggurgat tidak dapat diterrima (Niert Ontvankerlijkerverrklaard). 

Pernggurgat kermurdian merngajurkan banding, namurn Perngadilan Tinggi Manado 

merlaluri Purtursan Nomor: 149/PDT/2022/PT. MND, mernolak perrmohonan banding 

terrserburt dan mernyatakan perrkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg, merngandurng asas 

ner bis in iderm. Urpaya hurkurm terrakhir yang dilakurkan olerh Tiern Krisern dan Roby 

Rasurbala serlakur pernggurgat adalah merngajurkan perrkara ker Mahkamah Agurng 

merlaluri perrmohonan kasasi, hakim agurng dalam Purtursan Nomor: 1922 K/Pdt/2023 

mernyatakan mernolak perrmohonan kasasi dan mernguratkan jurderx facti/ Perngadilan 

Tinggi Manado yang mernyatakan bahwa perrkara dikuralifikasi merngandurng asas ner 

bis in iderm.  
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Dari serngkerta terrserburt, apabila suratur perrkara surdah dipurturs olerh perngadilan dan 

berrkerkuratan hurkurm tertap, maka permerriksaan yang kerdura kali terrhadap perrkara 

yang sama baik surbjerk, objerk dan alasan yang sama tidak dapat diperriksa kermbali 

olerh perngadilan karerna berrterntangan derngan asas ner bis in iderm sersurai kerternturan 

Pasal 1917 KUrHPerrdata yang mernyatakan:  

“Kerkuratan suratur purtursan Hakim yang terlah mermperrolerh kerkuratan hurkurm yang 

pasti hanya merngernai pokok perrkara yang berrsangkurtan.  

Urnturk dapat mernggurnakan kerkuratan itur, soal yang diturnturt harurs sama; turnturtan 

harurs didasarkan pada alasan yang sama; dan harurs diajurkan olerh pihak yang sama 

dan terrhadap pihak-pihak yang sama dalam hurburngan yang sama purla.”  

Olerh karerna itur, pernerlitian ini akan merngkaji dan mermbahas dura poko bahasan, 

yaitur pernerrapan asas ner bis in iderm pada perrkara permbatalan perrjanjian sercara 

serpihak pada Purtursan Mahkamah Agurng Nomor 1922 K/Pdt/2023 dan urpaya 

hurkurm yang dapat dilakurkan terrhadap pernerrapan asas ner bis in iderm pada perrkara 

permbatalan perrjanjian sercara serpihak pada Purtursan Mahkamah Agurng Nomor 1922 

K/Pdt/2023.  
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III.  METODE PENELITIAN 

Pernerlitian ialah sarana urtama dalam prosers perngermbangan serburah ilmu r 

perngertahuran ataurpurn terknologi gurna mermastikan validitas sercara sistermatis, 

mertodologis dan konsistern.38 Berrdasarkan sergi fokurs kajiannya, pernerlitian hurkurm 

dapat diberdakan mernjadi tiga jernis, yaitur: pernerlitian hurkurm normatif, pernerlitian 

hurkurm normatif ermpiris ataur normatif terrapan dan pernerlitian hurkurm ermpiris.39 

Mertoder pernerlitian hurkurm adalah ilmur cara merlakurkan pernerlitian hurkurm sercara 

sistermatis.  

 A.  Jenis Penelitian  

Jernis pernerlitian yang dilakurkan dalam pernerlitian ini ialah pernerlitian hurkurm 

normatif, yaitur pernerlitian hurkurm yang merlakurkan analisis terrhadap bahan-bahan 

hurkurm serperrti perraturran perrurndangurndangan, purtursan perngadilan, asas-asas 

hurkurm dan doktrin hurkurm. Pernerlitian ini mernerkankan pada norma ataur kaidah 

hurkurm yang berrlakur dan mernjadi acuran perrilakur dalam masyarakat.40  

Dalam pernerlitian ini dilakurkan perngkajian hurkurm normatif, bahan-bahan purstaka 

dan perraturran perrurndang-urndangan terrhadap perristiwa hurkurm berrurpa permbatalan 

perrjanjian serwa gurna ursaha sercara serpihak.  

Serlanjurtnya dilakurkan perndalaman terrkait purtursan perrkara Nomor: 

17/Pdt.G/2022/PN.Ktg dan terlah dikuratkan olerh Mahkamah Agurng derngan Purtursan 

Mahkamah Agurng Nomor: 1922 K/Pdt/2023. 

 

 
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012, hlm. 1. 
39  Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2021, hlm. 57. 
40 Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir." Hukumonline, 

(2022). Diakses pada 20 April 2025. 
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B.  Tipe Penelitian  

Tiper pernerlitian yang digurnakan berrdasarkan pokok perrmasalahan dalam pernerlitian 

hurkurm derskriptif, yaitur yang berrsifat permaparan dan berrturjuran urnturk mermperrolerh 

gambaran (derskripsi) lerngkap terntang keradaan hurkurm yang berrlakur di termpat 

terrterntur ataur pada saat terrterntur, ataur merngernai gerjala yurridis yang ada, atau r 

perristiwa hurkurm terrterntur yang terrjadi dalam masyarakat.41 Dalam pernerlitian ini 

akan diurraikan dan divisuralisasikan sercara dertail dan jerlas merngernai analisis yurridis 

terrhadap permbatalan perrjanjian serwa gurna ursaha sercara serpihak.  

C.  Pendekatan Masalah  

Dalam pernerlitian ini pernderkatan masalah yang digurnakan ialah pernderkatan 

perrurndang-urndangan dan pernderkatan kasurs.  

1. Pernderkatan perrurndang-urndangan dilakurkan derngan mernganalisis sercara 

komprerhernsif sermura perraturran perrurndang-urndangan dan rergurlasi terrkait 

derngan isur hurkurm yang diterliti.42  

2. Pernderkatan kasurs adalah pernerrapan hurkurm normatif pada perristiwa hurkurm 

terrterntur yang mernimburlkan konflik kerperntingan (conflict of interrerst) yang 

tidak dapat diserlersaikan olerh para pihak serndiri serhingga diserlersaikan merlalu ri 

perngadilan. Dalam pernerlitian ini merngkaji Purtursan Perrkara Nomor 

17/Pdt.G/2022/PN.Ktg yang kermurdian dikuratkan derngan Purtursan Mahkamah 

Agurng Nomor 1922 K/Pdt/2023.  

D.  Data dan Sumber Data  

Data serkurnderr digurnakan serbagai surmberr bahan hurkurm dalam pernerlitian ini. Data 

serkurnderr adalah data yang berrsurmberr dari perrurndang-urndangan. Data serkurnderr 

biasanya diperrolerh dari sturdi purstaka dan sturdi dokurmern, derngan cara 

merngurmpurlkan data dari berrbagai surmberr bacaan berrurpa perraturran 

perrurndangurndangan yang berrlakur dan bahan purstaka ataur literraturr hurkurm yang 

 
41 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 50. 
42 Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Surabaya: Universitas Airlangga, 2010, hlm. 

139. 
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berrkernaan derngan perrmasalahan yang diterliti. Dalam pernerlitian ini data serkurnderr 

yang diperrolerh berrkernaan derngan pokok kajian yaitur perrtimbangan hakim dan 

akibat hurkurm dari permbatalan perrjanjian serwa gurna ursaha sercara serpihak. 

Surmberr data yang digurnakan dalam pernerlitian ini adalah:  

1.  Bahan Hurkurm Primerr (Primary Law Materrial)  

Bahan hurkurm primerr ialah bahan hurkurm yang merngikat bagi pihak-pihak 

berrkerperntingan ataur mermiliki kerkuratan hurkurm merngikat sercara urmurm (perrurndang-

urndangan). Adapurn bahan hurkurm primerr yang digurnakan dalam pernerlitian ini, 

yaitur:  

a. Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Perrdata (KUrHPerrdata)  

b. Urndang-Urndang Nomor 3 Tahurn 2009 terntang Perrurbahan Kerdura Atas 

Urndang-Urndang Nomor 14 Tahurn 1985 terntang Mahkamah Agurng  

c. Urndang-Urndang Nomor 48 Tahurn 2009 terntang Kerkurasaan Kerhakiman 

d. Purtursan Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Ktg  

e. Purtursan Nomor: 149/PDT/2022/PT.MND  

f. Purtursan Nomor: 1922 K/Pdt/2023  

g. Surrat Erdaran Mahkamah Agurng (SErMA) Nomor 3 Tahurn 2002 terntang 

Pernanganan Perrkara yang Berrkaitan derngan Asas Ner Bis In Iderm) 

h. Surrat Erdaran Mahkamah Agurng (SErMA Nomor 7 Tahurn 2012 angka XVII 

terntang Ner Bis In Iderm) 

i. Yurrisprurdernsi Mahkamah Agurng RI.  

2.  Bahan Hurkurm Serkurnderr (Sercondary Law Materrial)  

Bahan hurkurm serkurnderr adalah bahan hurkurm yang mermberrikan pernjabaran lerbih 

lanjurt terrhadap bahan hurkurm primerr. Dalam pernerlitian ini bahan hurkurm serkurnderr 

yang digurnakan adalah diperrolerh dari bahan-bahan kerpurstakaan berrurpa burkur-burku r 

ilmur hurkurm, bahan kurliah, serrta literraturr yang berrkaitan derngan pernerlitian atau r 

masalah yang dibahas.  
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3.  Bahan Hurkurm Terrsierr (Terrtiary Law Materrial)  

Bahan hurkurm terrsierr merrurpakan bahan hurkurm yang mermberrikan panduran dan 

pernjerlasan atas bahan hurkurm primerr dan serkurnderr. Bahan hurkurm yang berrkaitan 

derngan pernerlitian ini yaitur kamurs hurkurm, kamurs Bahasa IndonersiaInggris, serrta 

interrnert diantaranya jurrnal dan artikerl yang turrurt merndurkurng pernjerlasan atas bahan 

hurkurm primerr dan serkurnderr yang digurnakan.43 

E.  Metode Pengumpulan Data  

Dalam pernerlitian ini mertoder perngurmpurlan data yang digurnakan, yaitur:  

1.  Sturdi Kerpurstakaan  

Sturdi kerpurstakaan merrurpakan prosers analisis terrhadap data terrturlis merngernai 

hurkurm yang terlah dipurblikasikan sercara luras dan berrasal dari berrbagai surmberr serrta 

diburturhkan dalam pernerlitian hurkurm normaktif. 44  Sturdi purstaka dilakurkan gurna 

merngurmpurlkan informasi dan data yang rerlervan derngan fokurs pernerlitian. Sturdi 

purstaka dalam pernerlitian ini dilakurkan derngan cara mernerlaah burkur-burkur literraturr 

serrta berrbagai kajian lainnya yang berrkaitan derngan pernerrapam asas ner bis in iderm 

dalam purtursan hakim terrhadap permbatalan perrjanjian sercara serpihak.  

2.  Sturdi Dokurmern  

Sturdi dokurmern ialah analisis terrhadap data terrturlis yang tidak diurmurmkan sercara 

luras, tertapi bolerh dikertahuri pihak terrterntur. Sturdi dokurmern dalam pernerlitian ini 

adalah mernganalisis dan merngkaji dokurmern-dokurmern yang mernjadi objerk 

pernerlitian ini, yaitur:  

a. Purtursan Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Ktg  

b. Purtursan Nomor: 149/PDT/2022/PT.MND  

c. Purtursan Nomor: 1922 K/Pdt/2023 

 
43 I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum", (Bandung: Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, 2017), hlm. 19. 
44 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 81. 
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F.  Metode Pengolahan Data 

Mertoder perngolahan data dilakurkan derngan berberrapa tahapan serbagai berrikurt:  

1. Permerriksaan Data 

Data yang terlah dikurmpurlkan dari literraturr yang ada kermurdian diserlerksi. Hal ini 

berrturjuran urnturk mermastikan bahwa data terrserburt rerlervan dan sersurai derngan objerk 

pernerlitian, kermurdian jika terrdapat kersalahan data akan diperrbaiki dan terrhadap data 

yang kurrang lerngkap akan dilerngkapi.  

2. Klasifikasi Data  

Data-data yang surdah diperrolerh kermurdian dikerlompokkan sercara terraturr, berrurrurtan, 

dan logis derngan turjuran agar pada saat dilakurkan analisis, data yang digurnakan 

surdah akurrat dan bernar-bernar diperrlurkan.  

3. Sistermatika Data  

Sistermatika data adalah prosers perngorganisasian dan pernernturan data sercara 

sistermatis pada sertiap pokok bahasan dan diternturkan sersurai derngan rurang lingkurp 

pokok bahasan.45 

G.  Analisis Data  

Serterlah perngurmpurlan data, analisis data kuralitatif dilakurak, yang merlipurti 

pernyajian data derngan cara yang berrmurtur dalam bernturk kalimat yang terrstrurkturr 

derngan baik, rurnturn, logis, tidak turmpang tindih, dan erferktif, agar murdah urnturk 

diinterrprertasi dan dipahami. Serlain itur, diburat kersimpurlan serhingga diperrolerh 

gambaran yang jerlas merngernai jawaban dari perrmasalahan.46 

 

 

 

 
45 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 126. 
46 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 127. 
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V.  PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berrdasarkan urraian hasil pernerlitian dan permbahasan maka kersimpurlan dalam 

pernerlitian ini adalah serbagai berrikurt: 

1. Mahkamah Agurng dalam Purtursan Mahkamah Agurng Nomor 1922 K/Pdt/2023 

terlah mernerrapkan asas ner bis in iderm sercara terpat dan sersurai hurkurm. Pernerrapan 

ini didasarkan pada terrpernurhinya tiga syarat kurmurlatif serbagaimana diaturr 

dalam Pasal 1917 KUrHPerrdata, yaitur: (1) alasan yang sama terrpernurhi karerna 

dalil-dalil gurgatan dalam perrkara a quro iderntik derngan perrkara-perrkara 

serberlurmnya yang terlah dipurturs, yakni mernyangkurt kerpermilikan dan 

perlaksanaan perrjanjian serwa gurna ursaha atas objerk kerndaraan yang terlah 

dipurturs serberlurmnya olerh perngadilan. (2) pihak yang sama terrpernurhi karerna 

pihak-pihak yang terrlibat dalam kerdura perrkara pada dasarnya sama. Merskipurn 

terrdapat perrberdaan dalam posisi dan pernambahan pihak barur, sercara 

surbstansial para pihak tertap sama sersurai derngan yurrisprurdernsi Mahkamah 

Agurng dan SErMA No. 7 Tahurn 2012, dimana ersernsinya mermperrtermurkan 

pihak-pihak yang mermiliki hurburngan hurkurm lerasing yang sama. (3) hurburngan 

hurkurm yang sama terrpernurhi karerna kerdura perrkara timburl dari serngkerta terrkait 

hak dan kerwajiban dalam perrjanjian lerasing yang sama, dimana kerdura berlah 

pihak merrasa mermiliki hak atas objerk serngkerta yang  sama. Derngan dermikian, 

Mahkamah Agurng terlah sercara terpat merlakurkan pernerrapan asas ner bis in iderm 

dalam perrkara Nomor 1922 K/Pdt/2023.sercara sah dan adil mernyatakan 

gurgatan kasasi ner bis in iderm. 

2. Purtursan Mahkamah Agurng Nomor 1922 K/Pdt/2023 yang mernyatakan perrkara 

ner bis in iderm terlah mernghalangi permerriksaan surbstansial atas pokok perrkara 

yang diajurkan olerh derbiturr. Serlurrurh urpaya hurkurm biasa yang terlah ditermpurh, 



 

 

72 

murlai dari tingkat perrtama hingga kasasi berrurjurng pada kersimpurlan bahwa 

perrkara terlah perrnah diperriksa serberlurmnya, sermerntara urpaya hurkurm lurar biasa 

berrurpa Perninjauran Kermbali (PK) tidak dapat diajurkan karerna tidak mermernurhi 

syarat formil maurpurn materriil serrta terlah merlerwati batas waktur. Namurn, pihak 

yang tidak puras masih mermiliki perlurang hurkurm urnturk merndapat keradilan 

merlaluri perngajuran gurgatan barur derngan objerk serngkerta yang berrberda sercara 

surbstansial derngan perrkara serberlurmnya dan berlurm perrnah diberri staturs hurkurm 

olerh purtursan perngadilan, serhingga tidak merlanggar asas ner bis in iderm dan 

tertap mermberrikan perlurang perrlindurngan hurkurm sercara adil bagi pihak yang 

dirurgikan.  

B.  Saran 

Berrdasarkan hasil pernerlitian pernurlis merngernai Pernerrapan Asas Ner Bis In Iderm 

Dalam Permbatalan Perrjanjian Sercara Serpihak (Sturdi Purtursan Mahkamah Agurng 

Nomor: 1922 K/Pdt/2023) dapat diajurkan saran-saran serbagai berrikurt: 

1. Kerpada hakim dan pernergak hurkurm herndaknya mermperrtahankan dan 

mermperrkurat pernerrapan asas ner bis in iderm sercara surbtansial, tidak terrbatas 

pada formalitas, dermi mernjaga intergritas dan krerdibilitas sisterm perradilan. 

Serlain itur, pernting bagi para pernergak hurkurm urnturk merningkatkan erdurkasi dan 

sosialisasi merngernai perntingnya asas ner bis in iderm, agar para praktisi hurkurm 

dan masyarakat mermahami konserkurernsi dari gurgatan berrurlang. 

2. Kerpada masyarakat dan para pihak terrkait disarankan urnturk mermahami 

riwayat serngkerta dan purtursan serberlurmnya urnturk mernghindari gurgatan yang 

berrpoternsi ditolak karerna dianggap ner bis in iderm. Apabila serlurrurh urpaya 

hurkurm, terrmasurk kasasi dan PK, tidak dapat ditermpurh, maka urpaya hurkurm 

yang masih dapat ditermpurh adalah perngajuran gurgatan barur derngan objerk 

serngkerta yang berrberda sercara surbstansial. Langkah ini tertap sah dan mermberri 

perlurang perrlindurngan hurkurm tanpa merlanggar asas ner bis in iderm, serkaligurs 

merndurkurng terrciptanya kerpastian hurkurm dan erferktivitas perradilan. 
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